
1. 

1 

Pasal 18 ayat (6) Undang-l ndang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang- ndang Nomor . 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelen araan Negara I ang Bersih dan Be bas Dari 
Korupsi, olusi dan Nepo sme (Lernbaran Negara Tahun 

I 1999 No or 75, Tamb Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851}; set :gaimana1telah diubah beberapa 
kali, ter ir dengan Und -UndangNomor 19 Tahun 2019 
tentang PErubahan Kedua tas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komi Pemberantasan Tindak Pidana 

Mengingat 

c. 

b. 

a. 

ALI KOTA BAUBA , 

tuk mempercepal . pencapaian sasaran reformasi 
birokrasi ang terdapat pa1 road map reformasi birokrasi 
2020-202 , terutama terk it birokrasi yang _ bersih dan 
akuntabel dan pelayan I publik yang prima, perlu 
peningka kualitas pembai gunan zona integritas pada unit 
kerja/ sat an kerja pada ins si pemerintah; 

bahwa u tuk mendorong I emerintahan yang bersih clan 
melayani i lingkungan pe erintah Kata Baubau dan salah 
satu upa pencegahan d 1 · pemberantasan tindak pidana 
korupsi serta peny gunaan wewenang oleh 
pejabat/p gawai di lingku gan pemerintah Kota Baubau 
perlu pern angunan clan EJ uasi zona integritas lingkungan 
Pemerin Kota Baubau; I 
bahwa be, dasarkan pertirri angan sebagaimana dimaksud 
dalam hu f a clan huruf ~' perlu menetapkan Peraturan 
Wall Kata entang Pedoman embangunan dan Evaluasi Zona 
Integritas enuju Wilayah I ersih dari Korupsi dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan meld ani di lingkungan Pemerintah 

Menimbang 

PEDOMAN PEMBANGUNAN DA EVALUASI ZONA NTEGRITAS MENUJU WILAYAH 
BEBAS DARI KORUPSI DAN LAYAH BIROKRA I BERSIH DAN MELAYANT DI 

PEMERINTAH K:1 TA BAUBAU 

W I KOTA DAUB~ . 
I I 

PROVIN I SULAWESI TE GGARA 

I 
PERA WALI KOTA AUBAU 

I 
OR: 09- TAHUN 2 

TENTANG 
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9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

4. 

Korupsi ( mbaran Negara ·epublik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 19 1 Tambahan Lem ~an Negara Republik Indonesia 
Nomor 64 9); 

Undang-U dang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberan asan Tindak Pid na Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahunll1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Repu~ ik Indonesia Nomor 3874); 
sebagaim a telah diubah · · eberapa kali, terakhir dengan 
Undang-U dang Nomor 19 ahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi P mberantasan Tin' ak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara epublik Indones1i · Tahun 2019 Nomor 197, 
Tam bah Lembaran egara Republik Indonesia 
Nomor64 9); 
Undang-U dang Nomor 13 Tahun 2001 tentang 
Pembentu an Kota Bau-B u (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 N~ or 93, Tambahan Lembaran 
Negara Re ublik Indonesia j' omor 4120); 
Undang-U dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerinta an Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 14 Nomor 244,fl Tambahan Lembaran Negara 
Republik ndonesia Nomor ~~- 587); sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir de1 igan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang j ubungan Keuangan antara 
Pemerinta Pusat dan P erintahan Daerah (Lembaran 

I 
Negara Re, ublik Indonesia I ahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik I donesia Nomor 6757); 

Peraturan Pemerintah Nol or 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem P gendalian Intern Pemerintah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahud 2008 Nomor 127, Tambahan 

I 
Lembaran Negara Republik I donesia Nomor 4890); 

Peraturan Pemerintah NoJ , r 12 Tahun 2017 ten tang I . 
Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah ( mbaran Negara I epublik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 73 Tambahan Lemi an Negara Republik Indonesia 
Nomor 60 1); 

Peraturan Menteri PendaYj gunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor · 6 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Evaluasi elaksanaan Ref6Easi Birokrasi (Berita Negara 
Republik donesia Tahun 2 20 Nomor 442); 
Peraturan Menteri Penda~ gunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nom~r 90 Tahun 2021 tentang 
Pemban nan dan Evaluasl !Zona Integritas menuju Wilayah 

ersih dan melay · di Instansi Pemerintah (Berita 
ublik Indonesia f un 2021 Nornor 1571); 

3. 
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yang prima; 

5. Wilayah bebas dari korupsi ang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat 
yang diberikan kepada su u unit kerja/sat an kerja yang telah berhasil 
melaksanakan reformasi biro' asi dengan baiU yang telah memenuhi sebagian 
besar kriteria proses perbai · an pada kompon n pengungkit serta pelayanan 
pu blik yang prima; 

6. Wilayah birokrasi yang ber ih melayani yan . selanjutnya disingkat WBBM 
adalah predikat yang dibe · kepada suat unit kerja/satuan kerja yang 
telah berhasil melaksanak reformasi birokr1 si dengan sangat baik, dengan 
telah memenuhi sebagian esar kriteria prd es perbaikan pada komponen 
pengungkit untuk mewujud n pemerintahan ang bersih dan akuntabel serta 
pelayanan publik yang prima 

7. Instansi pemerintah adalah i, stansi pusat dan stansi daerah; 

ebagai unsur penyelenggara 
aan urusan pemerintahan yang 

2. Pemerintah Daerah Wall Kota 
Pemerintahan Daerah yang emimpin pelak 
menjadi kewenangan daerah tonom; 

3. Wali Kota adalah Wall Kota B ubau; 

4. Zona Integritas yang selanju nya disingkat ZI dalah instansi pemerintah yang 
pimpinan dan jajarannya m mpunyai komitci n untuk mewujudkan wilayah 
bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih elayani, khususnya dalam hal 

I 
mewujudkan pemerintahan untabel serta pelayanan publik 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Wali Kota ini y g dimaksud den an: 
1. Daerah adalah Kota Baubau; 

PERATURA WALI KO A TENTANG PEDOMAN 
PEMBANGU AN DAN EVALU' SI ZONA INTEGRITAS MENUJU 
WILAYAH B BAS DARI KOR PSI DAN WILAYAH BIROKRASI 

I 
Ii> 1 LINGKUNGAN PEMERINTAH 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

10. Peraturan Daerah Kota Nomor 5 Tahun 2016 
I ' tentang P bentukan dan usunan Perangkat Daerah Kota 

Baubau ( mbaran Daerah ota Baubau Tahun 2016 Nomor 
5); sebag mana telah diub , dengan Peraturan Daerah Kota 
Baubau omor 2 Tahun f 021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota B ubau Nomor 5 Tahun 2016 

I 
tentang P mbentukan dan usunan Perangkat Daerah Kota 

I 
Baubau Lembaran Daeral Kota Baubau Tahun 2021 
Nomor 2);. 

11. Peraturan Wall Kota Bauba Nomor 40 Tahun 2021 tentang 
Keduduk isasi, Togas dan Fungsi serta 

Inspektorat Daer Kota Baubau (Berita Daerah 
au Tahun 2021 N1 mor 40). 
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a Evaluasi pembanguan 
b. Pengajuan unit kerja/ s. tuan kerja berpr ikat menuju WBK dan WBBM; 
c. Evaluasi pembangunan ZI oleh TPN ;dan I 
d Pemantauan unit kerja satuan kerja berp edikat menuju WBK/WBBM. 

a Pencanangan ZI; 
b. Penetapan unit kerja; 
c. Pembangunan unit kerja 
d Pemantauan pembangun ZI 

{3) Evaluasi ZI oleh TPN menc 

Pasal 4 

(1) Ruang lingkup Peraturan W i Kata ini meliputi]: 
a Pedoman pembangunan I menuju WBK d 1 , WBBM;dan 
b. Pedoman evaluasi pemba gunan ZI I 

(2) Pembangunan ZI menuju WB dan WBBM men akup : 

Pedoman pembangunan dan ev uasi pembangu in ZI menuju WBK dan WBBM 
sebagaimana dimaksud dalam P sal 2 bertujuan: 
a. Sebagai acuan bagi instans · pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya 

dalam membangun ZI menuj WBK dan WBBM 
b. Sebagai rujukan bagi TPI un uk rnelakukan ev1 uasi terbadap pembangunan Zl 

pada unit kerja/satuan kerja I 
c. Sebagai rujukan bagi TP untuk melak kan evaluasi terhadap unit 

kerja/ satuan kerja yang di jukan untuk J ndapatkan predikat WBK dan 
WBBM; 

d. Memastikan bahwa TPI dan TPN mempunyai . emahaman yang sama tentang 
proses pembangunan dan ev uasi pembangun ZI;dan 

e. Memastikan kualitas unit ke · a/ satuan kerja J ng akan mendapatkan predikat 
menuju WBK dan WBBM. 

Pasal 3 

Pembangunan dan evaluasi Z menuju WBK an WBBM digunakan sebagai 
pedoman: I 
a. lnstansi pemerintah dalam embangun ZI p! da satuan/unit kerja sehingga 

mempunyai pemahaman yan sama tent.ang h 1 • at pembangunan ZI; 
b. Satuan/unit kerja pada sa pelaksanaan pJ ses pembangunan ZI sehingga 

tujuan pembangunan ZI dap t terwujud; I 
c. TPI inst.ansi pemerintah am melakukj evaluasi di unit kerja yang 

membangunan zona integrita ;dan 
d. TPN dalam melakukan evalu si atas hasil penil · an TPI terhadap unit kerja yang 

diajukan untuk mendapa predikat menuju BK/WBBM. 

Pasal 2 

8. Tim Penilai Internal yang se jutnya disingkaf TPI adalah tim yang dibentuk 
oleh pimpinan instansi pemerintah unl 1 k mewujudkan melakukan 
evaluasi/penilaian dan mem erikan rekomen! 1 si terhadap unit kerja/satuan 
kerja yang sedang memban n zona integritas. 
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BERITA DAERAH KOTA BAUBA TAHUN 2023 N · MOR~ 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, tr '".Pr 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

Dit tapkan di Baubau 
I 

pad tanggal, l~ ~~ 2023 

w I I KOTA BAUBAU, 

Pasal 5 

Berdasarkan basil evaluasi seba aimana dimaksu · dalam Pasal 4 ayat (3), instansi 
Menyusun profil pembangunan ZI dari basil evj uasi unit kerja pada instansi 

I 
pemerintah yang diajukan mend pat predikat WBK dan WBBM. 

l Pasal6 

Peraturan Menteri ini mulai berl u pada tanggal undangkan. 

Agar setiap orang mengetahuin).a, memerintah \ pengundangan Peraturan Wali 
Kota ini dengan penempatannya alam Berita DaeJ , Kota Baubau. 

evaluasi ZI me , ! ju WBK dan WBBM di instansi 
I 

ercantum dal Lampiran I, Lampiran II, dan 
bagian tidak erpisahkan dari Peraturan Wall 

{4) Pedoman pembangunan d 
pemerintah sebagaimana 
La.mpiran III yang merup 
Kota ini. 



BABI 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 
Sasaran reformasi biro asi tersebut men. awab hal yang menjadi prioritas 

Presiden Republik lndo esia yaitu me\ ujudkan pemerintahan yang 
sederhana, simple, lincah, dan cepat. Selainl tu, dalam beberapa kesempatan 
Presiden selalu menyamp · an bahwa yan menghambat pelayanan harus 
dipangkas, terutama yang lambat, berbelit- elit dan terdapat pungli. Hal ini 
tentu saja menjadi prio · s pelaksanaan [ eformasi birokrasi yang harus 
dikawal Bersama oleh seti p instansi pemeri tah. 

Sejalan dengan hal ter ebut, untuk mef ksanakan arahan presiden dan 
mempercepat pencapaian sasaran reformak· birokrasi yang terdapat pada 
road map reformasi biro rasi 2020-2024, erutama terkait birokrasi yang 
bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik ang prima, perlu dibangun zona 
integritas (ZI) pada unit k rja/ satuan kerja ebagai pilot project percontohan. 
Oleh karena itu, pelaks aan ZI yang mJ upakan miniature pelaksanaan 
reformasi birokrasi pada unit kerja/satu 1 

, kerja, diutamakan pada unit 
kerja/ satuan kerja y g langsung ~ mberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Diharapkan unit yang meiljl bangun ZI dan mendapatkan 
predikat menuju wilayah ebas korupsi (WB () dan Wilayah Birokrasi Bersih 
Melayani (WBBM) dapat enjadi percontoh bagi unit kerja/ satuan kerja 
yang lain tentang mener pkan tata Keloi yang baik serta memberikan 
pelayanan publik yang p · a dan berintegritlis. 

Kendala dalam melaku evaluasi ZI s1 ah satunya adalah terkait SDM 
yang melaksanakan evalui si, tahapan eval~ si yang harus dilakukan, serta 
pengisian lembar kerja e aluasi. Oleh karJ a itu, untuk menjaga kualitas 
proses dan basil evalua i serta keberlanJ tan pembangunan ZI menuju 
WBK/WBBM, maka diper ukan pedoman p mbangunan dan evaluasi Zona 
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Koru~ i atau Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani (WBK/WBB fl. 

I BAB II 
PEMBAf GUN AN ZONA IN ·,GRIT AS 

A. KONSEP ZONA INTEGRIT JS 
Key Points: 
• Pembangunan zona int gritas terinspirasf dari konsep "island of integrity» 
yang merupakan praktek ebih jauh dari ek istensi pengembangan keilmuan 
administrasi publik dan tata Kelola pe1 erintahan. Island of integrity 
merupakan suatu kondisi imana unit kerjal nstansi pemerintah yang "imun" 
dan mampu membe · tata Kelola y g terbaik meskipun instansi 
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EVALUASI ZONA! :NTEGRITAS MENUJU WILAYAH 
LAYAH BIROK!l I BERSIH DAN MELAYANI 

OTABAUBAU. 

LAMPIRANI 
PERATURAN W ALI KOTA 
NOMOR : ~"" TAHUN 2022 
TENTANG 
PEDOMAN PEMBANGUNAN DA 
BEBAS DARI KORUPSI DAN 
DILINGKUNGAN PEMERINTAH 
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sasi yang beba korupsi merupakan dampak 

dari pelaksanad island of integrity. Melalui 
rity diharapkan ~ rcipta sumber daya organisasi 
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Menciptakan kinerja org 
sekaligus tujuan utama 
pelaksanaan island of inie 

g lebih luas (Zu iga, 2018}. 

1 Dampak Islanl of Integrity 
I 

3. Mempengaruhi sistem y 

Dalam karyanya blic Sector Refi rms and the Development of 
Productive Capacities in L ast DevelopmenJ Countries {LDCs), Therdkildsen 
(2008} menyatakan bah a pelaksanaan reformasi administrasi dapat 
dilakukan melalui "islan of excellence». Islands of excellence mengacu 
kepada organisasi yang s cara sengaja mel lui desain atau skema tertentu 
atau melalui upayanya se diri, mengelola I ntuk menunjukan kinerja yang 
terbaik dibawah situasi d kondisi yang J lit. Untuk mengidentifikasi hal 
tersebut memang bukanl merupakan hal ~ ang mudah apalagi ketika basis 

' data yang digunakan sang tlah lemah dan ti ak bisa cliandalkan. Istilah lain 
diungkapkan oleh Crooks bagai islands of k ectiveness (Crook, 2012) untuk 
menciptakan unit untuk menghasilkan I ta kelola pemerintahan yang 
berkualitas dan efektif tid harus melalui: umber daya yang terlalu besar. 
Istilah lain juga diungkap an oleh Hout (20 3) yang menyampaikan bahwa 
ada dua strategi yang dil ukan untuk mJ1 ciptakan pocket ofeffectiueness, 
yaitu-11 -internal strategy an ext.em.al stratk y. Internal strategy diambil dari 
visi manajemen dan ideal gi yang kuat aat· pimpinan organisasi sehingga 
mampu meningkatkan ka asitas manajemd . Sementara strategi eksternal 
merupakan upaya untu "steerinq awayf dari pengaruh politik dalam 
organisasi. Upaya ini me pakan langkah tl. tuk menghindarkan organisasi 
dari kooptasi politik sehin ga organisasi da1 at berjalan dengan lebih efektif 
dan efisien. Dampak dari pelaksanaan isla ofintegrity setidaknya dapat 
dilihat dari beberapa hal, y itu: 
1. Menciptakan kinerja yang be bas korupsi ( corruption-free 

performance}; 

2. Efisiensi yang lebih bes 

pemerintah disekitarnya . ajemen dan tata kelola yang 
buruk I , 
• Dalam literatur ad · istrasi publik, 

1' 
land of integrity" juga diberi 

istilah yang berbeda se erti "islands o xcellence" (Therkildsen 2008), 
I 

"islands of effectiuenes " (Crook 2013) , "pockets of effectiveness" 
(Leonard 2008; Roll 2011 dan "pockets ofe 'ciencu" (Geddes 1994). Namun 
di tengah berbagai istilah berbeda yang di1 unakan kesemuanya mengarah 
kepada bagaimana memb gun instansi d merintah yang berintegritas di 
tengah situasi dimana sup. a sistem. 
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Penetapan unit kerj ZI merupakan ,1.ndak lanjut pencanangan yang 
telah dilakukan oleh Pf1Pinan instansi pemerintah. Unit kerja yang 
ditetapkan adalah unit ke a yang memenuhi kriteria antara Iain: 
1. Unit kerja yang mela sanakan layanari utama (core business) instansi 

pemerintah; I 
2. Unit kerja yang m · iki risiko tin · dalam rangka penegakan 

budaya anti korupsi d pelayanan prim I 

3. Unit kerja yang me dampak uas pada masyarakat apabila 
melakukan pembangu 

I 
Pencanangan ZI adalah dekl asi/pernyataan dari pimpinan 
suatu instansi pemerin atau pimpinan j nit kerja bahwa instansi/unit 
kerja telah siap memban n ZI. Pencana~p . Pembangunan ZI dilakukan 
oleh instansi pemerint /unit kerja yan] pimpinan dan seluruh atau 
sebagian besar pegawainy telah menandat I gani Dokumen Pakta Integritas. 
Penandatanganan doku en Pakta Inte 1 itas dapat dilakukan secara 

I 

massal/serentak pada sa t pelantikan, bai c sebagai CPNS, PNS, maupun 
pelantikan dalam rangka utasi kepegawai n horizontal atau vertikal. Bagi r 
instansi pemerintah y~ belum seluru pegawainya menandatangani 
Dokumen Pakta Int~gftas, dapat rri lanjutkan/melengkapi setelah 
pencanangan pembangun ZI. j 
Kegiatan pencanangan m rupakan Iangkali awal pembangunan ZI, namun 
tidak diwajibkan terdapat cara yang khusu1 /formal pada saat pencanangan, 
akan tetapi yang u a adalah perf ebarluasan informasi terkait 
instansi/unit kerja sedan melakukan upa~ a peningkatan tata kelola serta 
kualitas pelayanan rnelalu pembangunan ZII. 

yang berintegritas dan ter indar dari korup J Dampak lain dari pelaksanaan 
I I 

island of integrity adalah e siensi yang lebi esar karena organisasi mampu 
menciptakan organisasi y g lebih efisien. Dengan menggunakan sumber 
daya yang lebih minimal akan dihasilkan utput yang lebih optimal. Hal 
penting lainnya dari relaksanaan isla o.fintegrity adalah untuk 
mempengaruhi sistem y g lebih luas. Un~ organisasi yang melaksanakan 
island of integrity dihara kan mampu me ularkan virus keberhasilannya 
untuk mempengaruhi sis em organsasi ya1 g lebih luas, sehingga mampu 
menghasilkan lebih bany unit organisasi y1 g memiliki ZI. 

l 
B. MEKANISME PEMBANGU AN ZONA INTEG TAS 

Untuk dinilai mampu mendapat pr~ ikat WBK/WBBM, instansi 
pemerintah terlebih dahul perlu mernastik terlaksananya pembangunan 
ZI dengan baik. Dalam p mbangunan ZI, terdapat beberapa tahapan yang 
perlu menjadi perhatian instansi dan I nit kerja sebelum dilakukan 
penilaian/evaluasi secara i temal dan pengu ulan kepada TPN. 

I 
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Selama unit kerja m mbangun ZI di II temalnya masing-masing, maka 
perlu dilakukan pend pingan dan pem 1 

, tauan oleh Tim Penilai Internal 
(TPI). Hal ini un memastikan bahwa pelaksanaan program 
pembangunan ZI berjal sesuai dengan ang direncanakan. Oleh karena 
itu, TPI dalam proses p mbangunanjuga empunyai peran untuk: 
a Menjadi tempat ko sultasi bagi unit kerja yang sedang membangun 

b ZIM; . di I:. ill' d I b . I . . d d . . enja 1 ras tator a am pem en asistensi an pen ampmgan 
dalam rangka pe bangunan ZI di I nit kerja sehingga unit kerja 
mempunyai pemah an dan persep i yang sama terkait komponen- 
komponen pemban nan ZI; I 

c Berkonsultansi kep da TPN terkait pr ses pembangunan ZI pada unit 
kerja. 

I . 
PEMAN AUAN PEMBANGUNA ZONA INTEGRITAS 

I 

S lahln ·p intah 1: · keri ak ete stansi e enn menetap an unit erja, m a yang 
j 

selanjutnya harus dil ukan adalah pe bangunan area perubahan Zl. 
Unit kerja perlu mel kan penetapan program pembangunan ZI ini 
harus disesuaikan de gan basil identifi asi jenis layanan utama unit 
kerja, isu strategis d risiko-risiko ya.ti dihadapi oleh unit kerja. Lalu 
perlu disusun berba ai solusi yang I inovatif sesuai proritas atas 
permasalahan-perma an. Program-j rogram kerja mi kemudian 
diselaraskan dengan en area perubah I yang ada pada ZI. 

Lebih lanjut untuk Fl emastikan bahJ setiap program kerja ZI dapat 
berjalan dengan baik, aka unit kerja ~ rlu membentuk tim kerja yang 
terdiri dari pejabat d pegawai pad! unit kerja untuk melakukan 
pembangunan pada ap area perubaA . Tim-tim kerja inilah yang 
kemudian menyusun , an mengkoordin1 sikan rencana kerja/aksi yang 
terukur dan memiliki target yang jelasl dalam pembangunan ZI untuk 
kemudian dilaksanak dengan seluruh , . ggota untuk kerja. 

Dalam pembangun ZI pada unit ke1 a, hal-hal yang perlu dilakukan 
dan menjadi perhatian dalah: j 
a Membangun komi en antara Pi pinan dan pegawai dalam 

pembangunan ZI; J 
b. Memperhatikan d melengkapi uns -unsur pembangunan ZI seperti 

dijelaskan pada un ur pengungkit; j 
c Melaksanakan surJei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi 

anti korupsi pada u~it kerja yang dius Ikan; 
d Membuat berbagai linovasi dalam uJ ya perbaikan pelayanan publik 

dan pencegahan ko · upsi; 
e. Melaksanakan atau kegiatan yang sifatnya 

bersinggungan Jang ung dengan masy rakat atau stakeholder; 
f Membuat strategi komunikasi/m I ajemen media dalam rangka 

menginformasikan emua perubah yang dilakukan oleh unit kerja 
kemasyarakat; J 

g Melakukan monito · g dan evaluasi secara berkala atas kemajuan 
1 

yang dilakukan ole unit kerja yang d usulkan. 
l 
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\ f 11 
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•

' ------- ., I i! 
• • • •• •• n I ~------------------------- --------------------, .-------------------- 

~elalui model terseb t dapat diurruJ bahwa program Manajemen 
Perubahan, Penataan Ta;.k~aksana, Penata! Manajemen SDM, Penguatan 
Akuntabilitas Kinerja, Pebguatan Pengawd an, dan Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik merup an komponen pe1 gungkit yang diharapkan dapat 
menghasilkan sasaran p merintahan yan' bersih dan akuntabel serta 
kualitas pelayana publik ang prima. Pada , ea pengungkit terdiri dari dua 
aspek, yaitu pernen uhan d reform. 

Penilaian terhadap etiap program d am komponen pengungkit dan 
komponen hasil diukur m lalui indikator-in I ikator yang dipandang mewakili 
program tersebut. Sehin a dengan menila indikator tersebut diharapkan 
dapat memberikan gamb pencapaian upaya yang berdampak pada 
pencapaian sasaran. 

Hasil 40 % 

' 
I 

Dalam hal peman uan berkala, PI harus mampu melakukan 
penilaian terhadap pe bangunan ZI y I dilakukan oleh unit kerja clan 
hasil penilaian terseb t disusun dalartl bentuk rekomendasi terhadap 
pimpinan instansi terh dap kelayakan u6 't kerja untuk diusulkan kepada 
Kementerian Pendaya naan Aparatur N 1 ara dan Reformasi Birokrasi. 

Pada tahap pemb gunan sampai I dengan tahap evaluasi hasil 
pembangunannya, terd pat area-area y g menjadi yang perlu diperbaiki 
dan dioptimalkan baik oleh Tim kerja Z pada unit kerja maupun TPI. 

I 
Pembangunan area-are perubahan ini an dapat membantu pencapaian 
sasaran ZI yaitu me iudkan pemerin I an yang bersih clan akuntabel 
serta meningkatnya p layanan publik I ang prim.a. Hubungan antara 
pembangunan enam ar a dan basil yang, an dicapai akan digambarkan 
lebih lanjut dalam ker gka logis pembari an ZI. 

I 
C. KERANGKA WGIS PEMB GUNAN ZONA IN EGRITAS 

Pembangunan ZI mencak p dua kompone , yaitu pengungkit clan hasil. 
Kornponen pengungkit me pakan aspek tatl kelola (governance) internal unit 
kerja clan komponen has merupakan ba I aim.an.a stakeholder rnerasakan 
dampak/hasil dari perub an yang telah dila ukan pada area pengungkit. 

I 
Di bawah ini adalah g~bar yang menunj kan hubungan masing-masing 
komponen dan indikator p mbangun kompo I en. 

Gambar 2. ubungan Kompo' , en dan Indikator 
I 
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menu ju ZI pembangunan 

2) 

1. Aspek pemenuh 
a Penyusunan tim kerja. 

Penyusunan tim kerja dilakul ·an dengan memperhatikan hal­ 
hal berikut: 
1) membentuk tim ntuk melakukan pembangunan 

WBK/WBBM; da 
2) Penentu anggota tim ~elain pimpinan dipilih melalui 

prosedur mekanisme yan~~l elas. 

bangunan Zona i tegritas menuju WBK/WBBM. 
Penyusunan Dokumen Rend a Pembangunan ZI menuju 
WBK/WBB dilakukan ctJ ! gan memperhatikan hal-hal 
berikut: j 
1) rencana kerj 

BM telah disusurl 
rencana keda pembangunan ZI menuju 

BM telah memJ t target-target prioritas yang 

b. 

I 
A. KOMPONEN PENGU GKIT I 

Proses Pemban pada a pengungkit difokuskan pada 
enam area perubah yang merupak bagian dari area perubahan 
reformasi birokrasi Pembangunan j area pengungldt merupakan 
komponen yang m njadi faktor pen ntu pencapaian sasaran hasil 

I 
pembangunan ZI me uju WBK/WBB~. 

Area tersebut mencakup pene apan Manajemen Perubahan, 
Penataan Tatalaks a, Penataan l anajemen SDM, Penguatan 
Pengawasan, Penglatan Akuntabilit s Kinerja, dan Peningkatan 
Kualitas Pelayanan ublik yang bersif t konkrit. Dimana dalam setiap 
area tersebut, se ap unit kerja i harus memperhatikan aspek 
pemenuhan dan refo dalam pemban nan ZI. 

Dalam memb gun ZI, setia unit kerja melaksanakan 
pembangunan enam area tersebut seo a konsisten dan berkelanjutan 
untuk mewujudkan perubahan yang! lebih baik dalam kualitas tata 
Kelola pemerintah s hingga dampakn. a stakeholder dapat merasakan 
kualitas layanan y semakin prima d n bebas dari korupsi. 
1.1 Manajemen Per bahan. I 

Manajemen Per bahan bertujuan untuk mentransformasi sistem 
dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan cara kerja 
individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, 
profesional, dan berintegritas se~~·· gga dapat memenuhi tuntutan 
perkembangan aman dan kebuf han masyarakat yang semakin 
meningkat. KonJI.isi yang ingin dic1 pai pada area perubahan ini; 
a. Terjadinya ~erubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit 

I 
kerja yang d usulkan sebagai Z menuju WBK/WBBM 

b. Menurunny resiko kegagalari yang disebabkan kemungkinan 
timbulnya r sistensi terhadap I erubahan. 

I 

c. Terimpleme tasinya Core ValZ.:te ASN Berakhlak (berorientasi 
pelayanan, ntabel, kompern, hannonis, loyal, adaptif dan 
kolaboratif). j 

Atas dasar ters but, maka terdap t beberapa indikator yang perlu 
dilakukan untu menerapkan m 11ajemen perubahan, yaitu: 

l 
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relevan dengan tuju pembangunan ZI menuju 
BM; dan 

3) Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan 
pemban nan ZI menuju f BK/WBBM. 

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju 
WBK/WBB . ! 
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju 
WBK/WBB dilakukan dci gan memperhatikan hal-hal 
berikut: 
1) Seluruh kegiatan pembangunan ZI dan 

WBK/V..' BM telah dilaks I akan sesuai dengan target yang 
direncan an; I 

2) Terdapat monitoring dan valuasi terhadap pembangunan 
ZI menuj WBK/WBBM; I 

3) Hasil mo itoring dan evalu si telah ditindaklanjuti. 
d Perubahan ola Pikir dan Bud1 · a Kerja 

Perubahan ola pikir dan B daya kerja dilakukan dengan 
memperha · an hal-hal beriku1: 

1) Pimpin berperan sebag I role model dalam pelaksanaan 
I 

pemban : nan ZI menuju l BK/WBBM; 
2) Agen Pe bahan telah ditef pkan; 
3) Budaya erja dan pola pi~ telah dibangun di lingkungan 

organisa i; dan 
4) Anggota rganisasi terliba dalam pembangunan ZI menuju 

WBK/ BM. 

2. Aspek reform 
Pada aspek refi rm. pengukuran ' eberhasilan area ini dilakukan 
dengan melihat ondisi apakah: 
a. Komitmen d am Perubahan: 

1) Agen pe bahan telah mem uat perubahan yang konkret; 
2) Perubah n yang dibuat a~ n perubahan telah terintegrasi 

dalam si tern manajemen. I 
b. Komitmen · pinan: 

Pimpinan me miliki komitmen erhadap pelaksanaan reformasi 
birokrasi, de gan adanya targe · capaian reform.asi yang jelas di 
dokumen pelencanaan instanJ nya. 

c. Membangun Budaya Kerja: I 
Satuan kerj . /unit kerja mem angun budaya kerja positif dan 
menerapkan nilai-nilai orgaJ- asi dalam pelaksanaan tugas 
sehari-hari. 

1.2 Penataan Tata I sana 
Penataan tata aksana bertuju , untuk meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas sistem, proses, 1 an prosedur kerja yang jelas, 
efektif, efisien, , an terukur padal I menuju WBK/WBBM. Target 
yang ingin dicap; pada masing-m sing program ini adalah: 
a. Meningkatn a penggunaan td ologi informasi dalam proses 

1 . I . tah penye engg aan manajemen P. menn an; 
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2. Aspek Reform. 
Aspek reform di kur dengan melili t kondisi apakah: 
a. Peta Proses Bisnis Mernpen~ · hi Penyederhanaan Jabatan 

dilakukan engan melihat ap ah telah disusun peta proses 
bisnis deng ' adanya penyedJrhanaan jabatan ; 

b. Sistem Pe erintahan Berti sis Elektronik (SPBE) yang 
Terintegrasi; j 
1) Impleme tasi SPBE telah terintegrasi dan mampu 

mendoro g pelaksanaan p1 layanan publik yang lebih cepat 
dan efisi n; f 

2) Impleme tasi SPBE tei terintegrasi dan mampu 
mendoro g pelaksanaan p1 layanan internal organisasi yang 
lebih cepr.t dan efisien; j 

c. Transforma~i Digital Memberik Nilai Manfaat; 
1) Transfo si digital pada , idang proses bisnis u tama telah 

mampu emberikan nil -~ manfaat bagi organisasi secara 
optimal; 

2) Transfo asi digital pada bidang administrasi 
pemerin an telah mamp memberikan nilai manfaat bagi 
organisa i secara optimal; 

c. 

b. Meningkatn a efisiensi dan llefektivita~ proses manajemen 
pemerintah ; dan 

c. Meningkatn a kinerja unit kerj /satuan kerja. 
Atas dasar ters but, maka terdap' t beberapa indikator yang perlu 
dilakukan untu menerapkan ped taan tata laksana, yaitu: 

1. Aspek Pemenuh . I 
a. Prosedur Op rasional tetap (SI P) Kegiatan Uta.ma. 

I 
Pengukuran indikator ini dil kan dengan mengacu pada 
kondisi yan seharusnya telahl ilakukan, seperti: 
1) Prosedu operasional teta1. mengacu kepada peta proses 

bisnis in tansi; 
2) Prosedu operasional tetap elah diterapkan; dan 
3) Prosedu operasional tetapl elah dievaluasi. 

b. Sistem Pem rintahan Berbasis Elektronik 
' Pengukuran indikator ini dil dengan mengacu pada 

kondisi yan seharusnya tel~ ilakukan, yaitu: 
1) Sistem p ngukuran kinerja berbasis sistem informasi; 
2) Sistem k pegawaian berbak·s sistem informasi; 
3) Sistem p layanan publik b1 rbasis sistem informasi; dan 
4) Telah ilakukan monit1 ring dan evaluasi terhadap 

manfaatan telmologi infd si. 
Informasi Publik~~ 
indikator ini dil kukan dengan mengacu pada 

kondisi yan seharusnya telali ilakukan, seperti: 
1) Kebijak tentang keter1 lukaan informasi publik telah 

diterapk ; dan j 
2) Monitori · g dan evaluasi pe aksanaan kebijakan keterbukan 

publik. 



14 

a. Perencan Kebutuhan Pe . wai sesuai dengan Kebutuhan 
Organisasi. I 
Pengukuran indikator ini dil kan dengan mengacu pada 
kondisi yan seharusnya dil kan, seperti: 
1) Unit ke a telah membuaf rencana kebutuhan pegawai di 

unit ke anya dalam hal asio dengan beban kerja dan 
kualifika i pendidikan; 

2) Unit kerj telah menerapka rencana kebutuhan pegawai di 
unit kerj ya; dan I 

3) Unit ke ia telah meneri kan monitoring dan evaluasi 
terhadap rencana kebutuh pegawai di unit kerjanya. 

b. Pola Mutasi ntemal. I 
Pengukuran indikator ini dil ' kan dengan mengacu pada 
kondisi yan seharusnya dil , kan, seperti: 

1) unit kerj telah menetap kebijakan pola mutasi internal; 
2) unit kerj telah menerapka kebijakan pola mutasi internal; 

dan I 
3) telah memiliki onitoring dan evaluasi terhadap 

pola rotasi intern 
c. Pengembang n Pegawai Berba is Kompetensi. 

I 
Pengukuran indikator ini dil kan dengan mengacu pada 
kondisi yan seharusnya dil I kan, seperti: 
1) Unit Ke ia melakukan 

I 
ining Need Analysis Untuk 

pengemb 
2) Dalam I enyusun renc a pengembangan kompetensi 

pegawai, telah memper mbangkan hasil pengelolaan 
kinerja p gawai; I 

3) Tingkat esenjangan komp tensi pegawai yang ada dengan 
standar mmpetensi yang I itetapkan untuk masing-masing 
jabatan; 

3) Transforr asi digital pad 
mampu emberikan nilai 
optimal. 

1.3 Penataan Siste 
Penataan siste manajemen 8 M aparatur bertujuan untuk 

I 
meningkatkan rofesionalisme S M aparatur pada ZI Menuju 
WBK/WBBM. arget yang ingi 11. dicapai melalui program ini 
adalah: 
a. meningkatnJ1a ketaatan terhad p pengelolaan SDM aparatur; 
b. meningkatnJYta transparansi d I akuntabilitas pengelolaan SDM 

aparatur; I 
c. meningkatn a disiplin SDM aP. tur; 
d. meningkatn;~a efektivitas manA iernen SDM aparatur; dan 
e. meningkatnya profesionalismel DM. 

Atas dasar hal ~ersebut, maka tr dapat beberapa indikator yang 
perlu dilaku untuk menerapl an penataan manajemen SDM, 
yaitu: 

1. Aspek Pemenuh 

I 

I 
bidang pelayanan pu blik telah 
inanfaat bagi organisasi secara 
I 
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I 

I 

4) Terdapat kesempatan/hak lagi pegawai di unit kerja terkait 
untuk m ngikuti diklat m1· 1pun pengembangan kompetensi 
lainnya 

5) Telah elakukan upay . pengembangan kompetensi 
(capacity building/transfer[ nowledge); dan 

6) Telah · akukan monitori g dan evaluasi terhadap hasil 
pengemb ngan kompetetl i dalam kaitannya dengan 
perb · kinerja. 

d. erja Individu. 
Pengukuran indikator ini dil kukan dengan mengacu pada 
kondisi yang seharusnya dilak1 kan, seperti: 
1) telah m miliki penilaian kinerja individu yang terkait 

dengan · erja organisasi; 
2) ukuran · erja individu te ah memiliki kesesuaian dengan 

indikator kinerja individu 11 el diatasnya; 
3) telah mllakukan pengu 

I 
ran kinerja individu secara 

periodik; dan 
4) basil p nilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ 

diimple;ntasikan mulai d i penetapan, implementasi dan 
pemantat an. I 

e. Penegakan ~turan Disiplin/Ko e Etik/Kode Perilaku Pegawai. 
Pengukuran indikator ini rui kan dengan mengacu pada 

I 
kondisi y g seharusnya d lakukan, seperti pelaksanaan 
Aturan isiplinj'kode t tik/kode perilaku telah 
dilaksana /diimplementasik ; dan 

f. asi Kepegawaianf. 
l 

Pengukuran indikator ini di! ukan dengan mengacu pada 
L 

g seharusnya d lakukan, seperti pelaksanaan 
sistem inf rmasi kepegaw I an pada unit kerja telah 
dimutakhirk secara berkalaJ 

2. Aspek Reform I 
Aspek reform. di kur dengan melih t kondisi apakah: 
a. Kinerja Indi 'du. I 

Pengukuran indiKator ini dil ukan dengan melihat kondisi 
I 

apakah u ran kinerja ind vidu telah berorientasi hasil 
(outcome) se uai pada levelnya! 

b. Assessment egawai. I 
Diukur de gan melihat ap 
dijadikan pe · bangan untuld utasi dan pengembangan karir 
pegawai; 

c. Pelanggaran isiplin Pegawai. 
Pengukuran indikator ini dil kukan dengan melihat kondisi 
apakah terja i penurunan pelJ ggaran disiplin pegawai; 

1. 4 Penguatan Aku tabilitas I 
Akuntabilitas · erja adalah pe I judan kewajiban suatu instansi 
pemerintah u tuk mernpertan ngjawabkan keberhasilan/ 
kegagalan pe sanaan program dan kegiatan dalam mencapai 
misi dan tuju organisasi. bertujuan untuk 
rneningkatkan kapasitas dan kinerja instansi 
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pemerintah. Tar et yang ingin die I ai melalui program ini adalah: 
a. meningkatn a kinerja instansij : emerintah: dan 
b. meningkatn a akuntabilitas, tansi pemerintah. 

Atas dasar ters but, maka untuk mengukur pencapaian program 
ini digunakan · dikator-indikator: 

1. Aspek Pemenuh 
a. Keterlibatan Pimpinan. 

Dalam pen elenggaraan siste akuntabilitas kinerja, salah 
satu kompo en yang termasu di dalamnya adalah dokumen 
perencanaa strategis unit j kerja tersebut. Dokumen ini 
menyajikan arah pengemb . gan yang diinginkan dengan 
memperha~· an kondisi unit j erja saat ini termasuk sumber 
daya yang dimiliki, strate · pencapaian, serta ukuran 
keberhasil . Agar penjabar84 dokumen perencanaan strategis 
ini dapat t rlaksana dengan baik: dibutuhkan keterlibatan 
pimpinan i stansi. Beberapaf hal yang harus dilakukan oleh 
pimpinan in tansi, sebagai be. kut: 
1} Unit kerj telah melibatk I pimpinan secara langsung pada 

l saat pen usunan perencan an; 
2) Unit kerja telah melibatk I secara langsung pimpinan saat 

lr;l ' d penyusu an penetapan xinerja; an 
3) Pimpin telah meman~tu pencapaian kinerja secara 

berkala. I 
b. Pengelolaan Akuntabilitas Kin rja 

Pengelolaan akuntabilitas kin1 rja terdiri dari pengelolaan data 
kinerja, pe gukuran kinerja,J dan pelaporan kinerja. Untuk 
mengukur encapaian progr;1! ini digunakan indikator di 
bawah ini: 
1) Unit kerj telah memiliki. d kumen perencanaan; 
2) Dokume perencanaan tel1 berorientasi hasil; 

r 
3) Telah te 

1c1apat 
penetapan I idikator Kinerja Utama (IKU); 

4) Indikato1 kinerja telah memiliki kriteria Specific, 
Measurable, Acheiuable, RJ evant and Time bound (SMART); 

5) Unit keda telah rnenyusun laporan kinerja tepat waktu; 
6) Pelapor~ kinerja telah emberikan informasi tentang 

kinerja;,.J,, 
7) Unit kerja telah mernbangu sistem infonnasi kinerja; dan 
8) Unit ke la telah berupay1 . meningkatkan kapasitas SDM 

I 
yang me angani akuntabil · s kinerja. 

2. Aspek Reform I 
Aspek reform di kur dengan melili t kondisi apakah: 
a. Meningkatn a capaian kinerjJ 

I 
Pengukur indicator ini dil kan dengan melihat kondisi 
persentase asaran dengan cJ I aian 100% atau lebih; 

b. Pemberian ieuiard and Punish ent 
Pengukuran indikator ini dij 'kukan dengan melihat kondisi 
apakah ha i1 capaian/mon~ ming Perjanjian Kinerja telah 
dijadikan d sar sebagai pemb ian reward and punishment bagi 
organisasi; 
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1.5 Penguatan Peng wasan. 
Penguatan p ngawasan bert juan untuk meningkatkan 
penyelenggaraa pemerintahan yk g bersih dan bebas KKN pada 

instansi pemerin . Target yang ingin dicapai 
I 

melalui progr ini adalah: ) 
a. meningkatn a kepatuhan te hadap pengelolaan keuangan 

Negara oleh asing-masing in~ ansi pemerintah; 
b. menurunny1 tingkat penyaIJ gunaan wewenang pada unit 

kerja; 
c. Meningka~ sistem integri s di unit kerja dalam upaya 

pencegahan KN. j 
Atas dasar hal tersebut, maka t rdapat beberapa indikator yang 
perlu dilakuk untuk menerapki n penguatan pengawasan, yaitu: 

1. Aspek Pemenuh 
a. Pengendali 

Pengukuran indikator ini dil kukan dengan mengacu pada 
kondisi yan seharusnya dil 1 · kan, seperti: 

I 
1) unit ke ia telah memili · public campaign tentang 

pengend · gratifikasi; d I 
I 2) unit k 'a telah men mplementasikan pengendalian 

gratifika i. j 
b. Penerapan Siatem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) 

I 
Pengukuran indikator ini dil kukan dengan mengacu pada 
kondisi yan seharusnya dila ! kan, seperti: 
1) unit kerj telah membangu lingkungan pengendalian; 
2) unit kerj telah melakukari penilaian risiko atas unit kerja; 
3) unit ke a telah melakukk kegiatan pengendalian untuk 

meminijalisir risiko yang t lah diidentifikasi; dan 
4) unit kerja telah t mengkomunikasikan dan 

mengim lementasikan SPI epada seluruh pihak terkait. 
c. Pengaduan asyarakat. 

Pengukuran indikator ini dil kan dengan mengacu pada 
I 

kondisi yan seharusnya dilak kan, seperti: 
1) unit erja telah m gimplementasikan kebijakan 

pengadu n masyarakat; 
2) unit kerja telah melaks akan tindak lanjut atas hasil 

I penang pengaduan m syarakat; 
3) unit ke a telah melakuk I monitoring dan evaluasi atas 

I penang an pengaduan masyarakat; dan 
4) unit ke 'a telah men,· 1 aklanjuti hasil evaluasi atas 

penang an pengaduan syarakat. 
d. Whistle Blo ·ng System. J 

Pengukuran indikator ini d · akukan dengan mengacu pada 
kondisi yan seharusnya dil~ kan, seperti: 
1) unit kerj telah menerap whistle blowing system; 

a organisasi 
h pegawai. 

Pengukuran 
apakah ter 
kinerja u 
kinerja selur 

dengan melihat kondisi 
I 

kinerja yang mengacu pada 
dijadikan dalam penentuan 

c. Kerangka Lo is Kinerja I 
I 

indikator ini dil kukan 
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2) unit kerj telah melakuk evaluasi atas penerapan whistle 
blowing ystem:, dan 

3) unit kerj menindaklanju hasil evaluasi atas penerapan 
whistle b owing system. 

e. Penanganan Benturan Kepentn gan 
Pengukuran indikator ini dJ an dengan mengacu pada 
kondisi yan seharusnya dil I kan, seperti: 
1) Unit ke ia telah mengid! tifikasi benturan kepentingan 

dalam tu as fungsi utama;I 
2) Unit ke a telah menyosia isasikan penanganan benturan 

kepentin an; I 
3) Unit k rja telah men implernentasikan penanganan 

bentur~.kepentingan; I 
4) Unit ~eja telah melaku an evaluasi atas penanganan 

benturjkepentingan; d~ 
5) Unit ke ia telah meninc aklanjuti hasil evaluasi atas 

penang · a..i."1. benturan kepb tingan. 

2. Aspek Reform. I 
a. Mekanisme engendalian Akti tas 

Pengukuran indikator ini dil kukan dengan melihat kondisi 
I 

apakah tel dilakukan me anisme pengendalian aktivitas 
secara berje jang. 

b. Penanganan Pengaduan Masya akat 
Pengukuran indikator ini dilail kan dengan melihat persentase 

I penanganan pengaduan masy akat. 
' c. Penyarnpai Laporan Harta M kayaan Pegawai 
l 

Pengukuran indikator ini dil kan dengan mengacu pada 
kondisi I 
1) Tingkat = peny paian Laporan Harta Kekayaan 

Penyelen ara Negara (LHI N) ke KPK bagi pegawai yang 
wajib LH N; I 

2) Tingkat epatuhan peny paian Laporan Harta Kekayaan 
I 

Aparatur Sipil Negara (L KASN) melalui aplikasi Sistem 
Informas Pelaporan Hat a Kekayaan (SiHARKA) bagi 
pegawai ang tidak wajib L ·KPN. 

1.6 Peningkatan Ku itas Pelayanan : blik, 
Peningka kualitas pelay nan publik merupakan suatu 

upaya untuk m ningkatkan kuali' s dan inovasi pelayanan pu blik 
pada masing-m sing instansi pJ erintah secara berkala sesuai 
kebutuhan dan harapan masyar I at. Disamping itu, peningkatan 

I 
kualitas pelay an publik d akukan untuk membangun 
kepercayaan m syarakat terhadaJ penyelenggara pelayanan publik 
dalam rangka peningkatan keJ jahteraan masyarakat dengan 
menjadikan kel han masyarakat bagai saran.a untuk melakukan 
perbaikan pelay an publik. 

Target y g ingin dicapai melalui program peningkatan 
kualitas pelay an publik ini adal 
a. meningkatn a kualitas pelay nan publik (lebih cepat, lebih 

murah, lebi aman, dan lebih udah dijangkau) pada instansi 
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6) 

c. 

layanan saran a memiliki 

1) 

telah melakukan inovasi pelayanan. 

engaduan 

media pengadu dan konsultasi pelayanan yang 
si dengan SP4N- por! 

2) Terdapa unit/penangungj wab yang mengelola pengaduan 
dan kon ultasi pelayanan I 

3) Telah dilakukan e1 aluasi atas penanganan 
keluhan masukan dan ko , sultasi. 

kompensasi kepada penerima 
esuai standar; 

4) Unit ke ia memberikan 
layanan ila layanan tidak 

5) Unit telah 

pemerintah; 
b. meningkatnj a jumlah unit I pelayanan yang memperoleh 

standarisasi pelayanan nasio al dan/atau intemasional pada 
instansi pe erintah;dan 

c. meningkatn a indeks kep iasan masyarakat terhadap 
penyelengg aan pelayanan pJ lik oleh masing-masing instansi 
pemerintah. 

Atas dasar hal tersebut, maka te dapat beberapa indikator yarig 
perlu dilakuk untuk mene apkan peningkatan kualitas 
pelayanan pub · 

1. Aspek Pemenuh 

a. Standar Pel 

Pengukuran indikator ini dil ukan dengan mengacu pada 
kondisi yan seharusnya dila I kan, seperti: 

l) Unit k rja telah memmJ kebijakan standar pelayanan; 

2) Unit k rja telah memakll matkan standar pelayanan; 

3) Unit erja telah melaJ kan reviu dan perbaikan atas 
! 

stand pelayanan dan S P. 

4) Unit t lah melakukan J blikasi atas standar pelayanan 
danm I 

b. Budaya Pela anan Prima. 

Pengukuran indikator ini dil kukan dengan mengacu pada 
kondisi yan seharusnya dil ! kan, seperti: 

1) Unit ke a telah melakuJ berbagai upaya peningkatan 
I 

kemamp an dan/ atau ompetensi tentang penerapan 
budaya elayanan prima; I 

2) Unit ke 'a telah rnemiliki informasi tentang pelayanan 
mudah iakses melalui beJ1 agai media; 

3) Unit ke a telah memiliki sistem reward and punishment 
bagi pela sana layanan 
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Dalam pembangun ZI Menuju WBK dan WBBM, fokus pelaksanaan 
reformasi birokrasi t rtuju pada dua s! aran utama, yaitu: 

B. KOMPONEN HASIL 

aian Persyaratan 
ahan Sistem, Me isme, dan Prosedur; 

I 
• Kecep tan Waktu Penyel saian; 
• Kejela an Biaya/Tarif, d atis; 
• Kuali s Produk Spesifi~ si Jenis Pelayanan; 

I 
• Komp tensi Pelaksana/l' eb; 
• Peril Pelaksana/Web; 
• Kualit s Sarana dan prJ arana; 

anan Pengaduanf Saran dan Masukan. 

b. Upaya dan atau inovasi P. da perijinan/pelayanan telah 
dipermudah. 

• Waktu lebih cepat; 
• Pelay an publik yang tel adu; 
• Alur 1~1 ih pendek/sin It; 

• Terintegrasi dengan apl'1 asi. 

c. Penanganan pengaduan pelayA an 
Indikator · i diukur denga_y melihat tingkat penyelesaian 
pengaduan elayanan di me ia konsultasi yang disediakan 
melalui b rbagai kanal/rtl dia secara responsif dan 
bertanggun 

2. Aspek Reform. 
Pengukuran ind· 

a. Upaya dan/ 
publik; 

engan melihat: 

endorong perbaikan pelayanan 

3) Unit kerja telah melakuk tindak lanjut atas hasil survei 
kepua masyarakat. I 

e. Peningkatan Teknologi informa i 

1) Telah m nerapkan telmo1l ·· informasi dalam memberikan 
pelayan ; I 

2) Telah ter angunnya databa e yang terintegrasi; 

3) Telah perb · I secara terns menerus terkait 
telmologi informasi dalam pemberian 

asyakat dapat diakses secara 2) 

survei kepuasan masyarakat 

mengacu pada 

1) 

Pengukuran indikator ini 
kondisi yan seharusnya dila 

d. Penilaian Ke uasan Terhadap elayanan. 
I 
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IV. 

Target kin rja utama tercap · 100% atau lebih, namun tidak 
lebih baik ari capaian kine I a utama tahun sebelumnya; 
Target kin rja utama tidak ti capai; 

iii. 

v. 

bahwa unit ke 'a yang mengusulkan ZI tidak 
terdapat raktik-praktik pr rcaloan (baik pihak percaloan 
dapat be asal dari oknu I pegawai pada unit layanan, 
maupun ihak luar yang! emiliki hubungan/atau tidak 
memiliki ±ubungan dengan knum pegawai. 
Pungutan iar, I 
Memastik bahwa tidak te . adi permintaan biaya diluar dari 
ketentuan standar biaya resmi pada unit kerja yang 

ZI. 

b. Capaian Kinerj lebih baik. 
Capaian Kin ia lebih baik ilakukan pengukuran untuk 
memastikan b wa selain dari a pek pelayanan serta integritras, 
unit kerja ju a memperhatikari ketercapaian kinerja terhadap 
kinerja yang iperjanjikan. Krit ria capaian kinerja lebih baik 
mencakup: I 
i. Target kin rja utama tercap · lebih dari lOOo/o dan lebih baik 

dari capai kinerja utama tahun sebelumnya serta lebih 
baik dari capaian kinerja I sional atau rata-rata capaian 
kinerja un t yang sejenis; l 

11. Target · erja utama terc ai 1000/o dan lebih baik dari 
capaian ki erja utama tahu I sebelumnya; 

iv. 

1. Terwujudnya Pe rintahan yang B lsih dan Akuntabel 

Sasaran terwuju, ya pemerintah yang bersih dan akuntabel 
diukur dengan m nggunakan ukur 1 

: 

N ·1· · · · ( · k I all a. 1 ai persepsi orupsi surver e s em ; 

Nilai Persepsi Korupsi merub kan hasil survei kuantitatif 
terhadap stale lwlders yang ter 1 it dengan suatu instansi tentang 
tingkat korup i yang terjadi pa I unit kerja yang mengusulkan 
ZI. Beberapa h utama terkait 11 mponen survei ini adalah: 
i. Diskrimin si Pelayanan. 

Untuk me stikan bahwa u it kerja memberikan pelayanan 
dengan ti ak membeda-bed1 {an karena faktor suku, agama, 
kekerabat , almamater <la.ii sejenisnya. 

ii. Kecurang pelayanan. l 
Memasti bahwa tidak rjadi pemberian layanan yang 
tidak ses ai dengan keten an, sehingga mengindikasikan 
kecurang . l 

iii. Menerima imbalan dan/ ata · gratifikasi. 
Memastik bahwa unit erja tidak menerima/bahkan 

balan dan/ atau atifikasi diluar ketentuan yang 
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Beberapa hal tersebut 
rnernbantu unit kerja dal 

komunikasi unt k memastikan bahwa setiap 
an inovasi pelaYi an yang telah dilakukan oleh 
gun ZI diketahii oleh masyarakat. 

merupakan st~ tegi percepatan yang dapat 
pembangunan Z dalam menuju WBK/WBBM. 

1. Komitmen pimpinan. 
Landasan utama dal m mernbangun I nit kerja menuju WBK/WBBM 
adalah adanya komit en dari setiap ' vel pimpinan yang diikuti oleh 
seluruh pegawai yan ada dalam unit! kerja tersebut. Pimpinan harus 
memiliki peranan unt menularkan se , angat dan visi terkait reformasi 
birokrasi pada unit ke [anya. 

2. Kemudahan dalam pe ayanan. 
Unit kerja yang berupaya menuju WBK/WBBM harus mampu 
menyecliakan sumbe daya manusi~ yang kompeten, ramah, dan 
dapat dipercaya dal rnemberikan pela anan. Selain itu, unit kerjajuga 
perlu menyediakan b rbagai fasilitas y1 g lebih baik dalam menunjang 
kemudahan pelayan 

3. Program yang menye uh masyarakat. 
Unit kerja yang se g membangun ZI diharuskan untuk mampu 
mengenali pengguna layanannya. Hal ini diperlukan agar program­ 
program yang dibu t dapat langsu I g dirasakan manfaatnya dan 
memenuhi kebutuh serta harapan m[yarakat. 

4. Monitoring dan evalu si. I 
Untuk memastikan bahwa program-p gram unit kerja yang sedang 

J 
membangun ZI tetan berada pada J lumya maka perlu dilakukan 
pemantauan dan ev uasi berkelanj~ an. Pernantauan dan evaluasi 
dapat clilakukan se ara mandiri ole unit kerja tersebut dengan 
didampingi oleh TPI. 

5. Manajemen media. 
Menetapkan strategi 
aktivitas, perubahan 
unit kerja yang memb 

v. a tidak berorie , I si hasil. 
I 
I 
I 2. Kualitas Pelayan Publikyang p · a. 

Sasaran Terwuju nya kualitas pela anan publik yang prima diukur 
melalui nilai pers psi kualitas pela~ an (survei ekstemal). 

A. PEMBANGUNAN ZONA IN EGRITAS J 
Pembangunan ZI dilaksan an pada unit rja yang berorientasi pelayanan 
langsung kepada masyar at atau pada unif unit kerja yang rnenjadi sasaran 
strategi nasional penceg an korupsi (S: · arras PK) dan/ atau terdapat 
penunjukan pembangun ZI pada unit-uni kerja tertentu dari Kementerian 

I 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Ref nnasi birokrasi sesuai dengan 
rencana kerja prioritas ref rmasi birokrasi n~ ional dan arahan presiden. 

I 
B. STRATEGI PERCEPATAN P MBANGUNAN Z I NA INTEGRITAS. 

! 
Dalam upaya mempercep t pembangunan I terdapat lima langkah utama 
yang perlu diperhatikan y 'tu: 
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I 
I 
ODE AHMAD MONIANSE 
' 

' 

W. l1 KOTA BAUBAU, 

Setelah seluruh prose pembangunan telah dilakukan oleh unit 
kerja dan telah dip tau keberhasil ya oleh TPI, maka yang 
selanjutnya dilakukan a alah pengusulanl ~nit-unit kerja tersebut untuk 
dilakukan penilaian oleh im Penilai Nasio . melalui aplikasi online disertai 
dengan surat rekomenda i dari pimpinan 1 ·· stansi. Lebih lanjut Iangkah­ 
langkah dan proses penil 'an terhadap unif Jkerja untuk mendapat predikat 
WBK/WBBM akan tert ang secara je : s dalam pedoman evaluasi 
pembangunan ZI menuju K/WBBM. · 

\ 

I 
RJA UNTUK MENDAPATKAN PREDIKAT 

I 
C. PENGUSULAN UNIT 

WBK/WBBM. 
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dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja; 
ari hasil survei y1 g didapat; 
unit kerja/ satu I kerja dan tren pencapaian 
n sebelumnya. 

6} inovasi-inovasi yang te 
7) menentukan penilaian 
8) capaian kinerja dari 

kinerja pada tahun- 

Hal-hal yang harus iperhatikan oleli TPI pada saat melakukan 
evaluasi internal kepada u it kerja/satuan ~ rja adalah: 
1) memastikan tindak jut hasil pengaw1 san dari APIP/BPK telah selesai 

100°1o; I 
2) memastikan basil eval asi penerapan S P minimal "B" untuk menuju 

WBK dan minimal "BB' untuk Menuju BM; 
3) memastikan tingkat ke atuhan penyamp 'an LHKPN dan LHKASN; 
4) komitmen dan pemah an pirnpinan se~ · pegawai terkait pembangunan 

ZI; 
5) kualitas implementasi dari komponen pengungkit serta data dukung 

implemen tasinya; 

A. Mekanisme Evaluasi ZI M 

Setelah unit kerja/satu kerja memban un ZI, maka selanjutnya unit 
kerja/satuan kerja terseb t akan dilakukari evaluasi oleh TPI untuk melihat 

I 
kualitas pembangunan y g telah dil . TPI merupakan Tim yang 
dibentuk oleh pimpinan i stansi pemerinta untuk melakukan evaluasi dan 
memberikan rekomendasi (assess dan as1 • t) terhadap unit kerja/satuan 
kerja yang sedang memb gun ZI. Pada im1 lementasinya, penilaian internal 
dilaksanakan oleh APIP at u APIP yang dib I tu unit lain yang ditunjuk yang 
mampu untuk melaku an penilaiand I asistensi pada komponen 
pembangunan ZI. 

TPI mempunyai tugas: 
1) melakukan evaluasi te hadap pembangu an ZI yang dilakukan oleh unit 

kerja/ satuan kerja; ! 
2) memberikan rekomen si perbaikan kep da unit kerja/satuan kerja atas 

pembangunan ZI; j 
3) menyampaikan hasil evaluasi kepad pimpinan instansi terhadap 

kelayakan unit kerj / satuan kerja J~ g akan diajukan mendapat 
I 

predikat Menuju WBK/WBBM kepada TPi 
4} melakukan pemantauan secara berk a terhadap unit yang telah 

mendapat predikat -lenuju WBK/WBB dan melaporkannya kepada 
Sekretaris Daerah. 

BAB I 
EVALUASI PE ANGUNAN ZOI'f INTEGRITAS 

OLE TIM PENILAI INT RNAL 

LAMPIRAN II 
PERATURAN WALI KOTA BAUB 
NOMOR : 'D?- TAHUN 2023 
TENTANG 
PEDOMAN PEMBANGUNAN D EVALUASI ZONA'. INTEGRITAS MENUJU WILAYAH I . 

BEBAS DARI KORUPSI DAN ILAYAH BIROK . SI BERSIH DAN MELAYANI DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KO A BAUBAU. 



(60°/o) 

1 Manajerne 8% 

2 ata laksana 7°/o 

3 Penataan Siste Manajemen SDMI 100/o 

4 tabilitas Kinerja 10% 

5 engawasan 15o/o 

Peningkatan K alitas Pelayanan 10% 
Pu lik 
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NO KOMPONEN ENGUNGKIT BOBOT 

2. Lembar Kerja Evaluasi. 
Pada saat melakukan evaluasi, ukan pengisian terhadap LKE 
untuk mengetahui ualitas pemba.J unan ZI terkait komponen 

I 
pengungkit dan basil. LKE Evaluasi · I sebagaimana terlampir pada 
Lampiran III. Kornpone penilaian pada 4 E sesuai dengan table berikut: 

T bel 1. Kornponenl engungkit 

1) Bagi unit kerja/ atuan kerja telah embangun ZI, maka unit yang 
telah membangu ZI akan dilaku evaluasi oleh TPI. Selanjutnya 

membangun ZI sesuai criteria 
pengungkit dan asil pembangun I ZI; 

2) valuasi dengan I enggunakan LKE sebagai alat 
bantu evaluasi d apabila telah s lesai melakukan evaluasi, maka 
TPI menyusun laporan basil e: aluasi internal yang memuat 
simpulan apak unit kerja/ satu kerja memenuhi a tau belum 
memenuhi krite a untuk diajukan evaluasi ke TPN. Hasil evaluasi 
yang telah dil kan oleh TPI kerii dian disampaikan kepada W ali 
Kota Baubau. 

i' 
I 
I i Tidak 

L --------- --- --------.----- __ J 

YA &tk.ml:'fl.!{· s 
L S 'J .. ~ ~ 

Unit Kerja I 

Sebelum melakuka evaluasi kepa unit kerja/ satuan kerja, TPI 
perlu meningkatkan pasitas SDM valuator, dengan pemahaman 
tentang substansi ko ponen pembang nan ZI, enam area perubahan 
dan hasil, serta pelatihan tentang pengis an Lembar Kerja Evaluasi (LKE) 
sehingga basil evalu~l!cs.!.ii yang dilakukj oleh TPI dapat diandalkan 
kualitasnya. 

1. Mekanisme Penilaian I ternal 
Beberapa hal yang harus diperhatikan p da saat penilaian internal untuk 
Pemerintah Daerah ad-11ah sebagai berikJ : 

GAMBAR 3. Mekani me Penilaian IntJ al pada Pemerintah Daerah 
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BAB II 
PENGAJUAN UNIT RJA/SATUAN KERJA BERPREDIKAT 

11 
ME JU WBK DAN i BM 

Setelah TPI menyampaika· laporan haff evaluasi terhadap unit 
kerja/ satuan kerja yang m mbangun ZI. impinan instansi pemerintah 
menindaklanjuti hasil evalu si tersebut d ngan mengusulkan kepada 
Kementerian PANRB selaku TPN untuk I ilakukan evaluasi terhadap 
kelayakan unit kerja/ satu kerja berpr dikat menuju WBK/WBBM. 
Sebelum mengajukan usulan ev uasi kepada TP1 terdapat beberapa kriteria yang 
harus diperhatikan oleh instans pemerintah terk "t syarat pengajuan kepada TPN, 
yaitu: 

Komponen hasil Krupakan gamb ! an pencapaian atas sasaran 
reformasi blrokrasi, y itu birokrasi y~ g bersih dan akuntabel dan 
pelayanan publik yan prima. Setelah 'F I melakukan penilaian internal 
terhadap pembangun ZI pada unit J erja/satuan kerja sesuai LKE 
terse but, TPI men yam aikan hasil pent aian kepada pimpinan instansi 
pemerintah terhadap alitas pemban nan ZI pada unit kerja/ satuan 
kerja. Kesimpulan has· penilaian interna'.I: 
1) apabila hasil pe ilaian internal ! enunjukan unsur penilaian 

pengungkit dan ha il tidak memenul i kriteria menuju WBK/WBBM, 
maka TPI merekom ndasikan bahwal nit kerja/ satuan kerja terse but 
belum dapat diaju n kepada Kerne terian PANRB selaku TPN serta 

I 
perlu dilakukan pe aikan dan pembtaan kembali; 

2) apabila hasil pe ilaian internal I 1menunjukan unsur penilaian 
pengungkit dan hail memenuhi kritTria menuju WBK/WBBM, maka 
TPI merekomendas kepada pimJ nan instansi pemerintah untuk 
mengajukan evalu si ke KementeJ PANRB selaku TPN untuk 

I 
mendapatkan predi t Menuju WBKfl BM. 

1 Survei Persepsi P layanan Publik 17,50 

5,00 

17,50 

BOBOT(40%) 

Capaian Kinerja 2 

Survei Persepsi 1 

Birokrasi Yang Bersih an Akuntabel (22l, 

NO 

Dalam komponen pengungkit terb gi menjadi 2 (dua) kriteria I i I penilaian, yaitu pe enuhan (berup pertanyaan yang sifatnya 
pemenuhan dan sesu · dengan LKE p a peraturan sebelumnya) dan 

j 
reform (berupa pertan aan yang menggan ... barkan perubahan di enam 
area pengungkit) deng bobot terbagi ! asing-rnasing 50 persen (50%,) 
dari bobot per kompon n pengungkit. 
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Pengajuan evaluasi 'kepada Tl )N tersebut dila ~tukan dengan membuat surat 
pennohonan evaluasi pembangt nan ZI Menuju ' ~K/WBBM kepada TPN (contoh 
surat pennohonan evaluasi sebtu; aimana gambar 4) : 

minimal "BB" 

Predikat SAKIP dari 
Predikat SAKI! 1 dari evaluasi internal 
minimal "B" 

Sudah melakukan 
pembangunan zr 
menuju WBBM 
minimal satu tahun 

Sudah rnelakukan pembangunan Z · menuju 
WBK minimal satu tahun ' 

internal evaluasi 

LHKASN dan LHKPN 100% 

Persentase Per:yelesaian Tinda Lanjut 
Hasil Pengawasari dari APIP /BPK } 00% 

Memberikan c arnpak yang ;!gnifikan 
terhadap perse psi masyarakat I tentang 
kualitas birokras i 

Unit kerja/sat1 an kerja yang diajukan 
merupakan core 
layanan utama c ari instansinya 

Tingkat unit 
kerja/ satuan 

kerja 

I 
Level Maturitas !SPIP Minimal Leve 3 

• Indeks RB 
Minimal 
CC untuk 
Pemerintah 
Dae rah 

"B" 
Predikat 

Tingkat 
Instansi 
pemerintah 

SYARAT MJCNUJU WBK ) I MENUJU WBBM 

Opini BPK minimal "WTP" 

I 
I 

TABEL 3.Kriteria Pen gajuan Usulan ZI ~enuju wrK/WBBM 

SAKIP , minimal Predikat 
minimal 
"BB" 

I Minimal 
Pemerintah 

RB 
untuk 

SAKIP 

• Indeks 
cc 
Daerah 
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P d · ·· dil ka · d I dari a a saat pengajuan, wajt 1 eng pt e gan surat pernyataan 
kepala unit/ satuan kerja ang diajukan I mendapat predikat menuju 
WBK/WBBM bahwa semua ata dan infor asi yang disampaikan telah 
sesuai dengan fakta yang ada ( urat Pemyataan I anggung Jawab Mutlak/SPTJM 
tentang kebenaran data dukung} sebagaimana pad gambar dibawah ini. 

Tembusan: 

Pimpinan Ins nsi Pemerintah 

Dengan hormat, bahwa d am rangka pelak anaan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negar dan Reformasi a·1 okrasi Nomor XXX Tahun 
XXX tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan I na Integritas, kami telah 
melakukan upaya pemban an Zona Inte I tas di (Nama Instansi 
Pemerintah). Berdasarkan lapo an basil evaluasi tahun XXXX oleh Tim 
Penilaian Internal (TPI) ZI {Nama nstansi PemerintA ), kami rnengusulkan: 

I 
1. (Nama Unit kerja/ satuan k rja)/ (predikat WB atau WBBM) 

I 
2. (Nama Unit ke,ja/ satuan le ,ja)/ (predikat WB atau WBBM) 
3. Dst. ! 

Sebagai calon unit kerja satuan kerja be 1 redikat Menuju Wilayah 
I 

Bebas dari Korupsi (WBK) dan/ tau Wilayah Biro rasi Bersih dan Melayani 
(WBBM). 

Sehubungan dengan ha! ohon agar Tim Penilai 
Nasional dapat melakukan ev uasi atas unit erja/ satuan kerja yang 
diusulkan tersebut. 

Demikian kami sampaik , atas perhatian dan kerjasamanya, kami 
ucapkan terima kasih. 

Jakarta 

KepadaYth. 
Menteri Pendayagunaan Aparat r Negara dan Ref rmasi Birokrasi Republik 
Indonesia 
Cq. Deputi Bidang Refonnasi Birokrasi, Aku tabilitas Aparatur, dan 
Pengawasan 
Di 

: Pengajuan Unit ke a/satuan kerja 
Berpredikat Men~_1 Wilayah Bebas d ri 
Korupsi (WBK)/W~yah Birokrasi Bei ih 
dan Melayani (WBB ) 

Norn or 
Lampiran 
Hal 

: (Nomor surat) (Tanggal pengajuan) 

Gambar 4. Con oh surat pengaju evaluasi TPN 
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M terai 10.000,­ 
(n ma lengkap) 

KEPALA Ut T KERJA/UNIT KERJA 

pembangunan zona integritas. 

Demikian pernyataan ini buat untuk diperg nakan seperlunya . 

............ 1 ., ~~,ii •••.••••••••. 
Yang me buat pernyataan 

Alamat 

Nama 
Jabatan 

: namajelas ;tuan kerja/ unit It rja 
: (kepala satu kerja/unit kerja) 
: (alamat satu kerja/ unit kerj') 

I 
Sehubungan dengan pembangu an dan pengusul' n zona integritas menuju 
wilayah bebas dari korupsi. w· ayah birokrasi cf melayani tahun 20 ... , 
dengan ini menyatakan bahwa data pendukung yang kami sampaiakan, 
~ltu: j 

1. Syarat satuan kerja/unit kerja telah sesuai dengan kondisi yang 
sebenarnya; I 

2. Data dukung pengungkit t lah sesuai denga~ kondisi yang sebenamya; 
3. Data dukung tentang asil telah sesua dengan kondisi yang 

sebenarnya; 
Apabila dikemudian hari tern ata clitemukan ahwa data yang kami 
sampaikan tidak sesuai deng keadaan yang s benamya, kami bersedia 
ditinjau kembali terkait pengu Ian satuan kerj1 / unit kerja kami dalam 

Yang bertandatang di bawahini: 

Jakarta 

Yth. Menteri Pendayagunaan Ap ratur Negara 
dan Reformasi Birokrasi 
c.q. Deputi Bidang Reformasi Bir krasi. 
Akuntabilitas Aparatur dan Peng wasan 
di 

SURAT PERNYATAAN T NGGUNG JAWAB 
I 

UTLAK (SPTJM) 
KEBENA N DATA PENDUK NG 

Selanjutnya Permohonan evalu si pembangunaJ ZI kepada TPN menggunakan 
sistem informasi Penilaian Man iri Pembangunanl Zona Integritas (PMPZI) melalui 
alamat website www. m zi.men an. o.id. PMPZII merupakan sebuah instrument 
bantu berupa aplikasi teknologi i formasi (TI) berb sis web. PMPZI bertujuan untuk 
mempercepat proses pembangu dan pengajua.r} ZI yang dilakukan oleh masing- 
masing instansi pemerintah dal hal pengumpu an dan pengolahan data, serta 
monitoring dan evaluasi data. P PZI ini digunakari oleh: 
1. TPI untuk melakukan peni aian terhadap kl alitas pembangunan ZI diunit 

kerja/ satuan kerja; 



Secara garis besar, alur 
langkah sebagai beriku t: 

A. Pra Evaluasi. 
Pada tahap ini TPN mempe hatikan hal-hal s bagai berikut: 
1} memastikan bahwa stansi pemerirl ah yang mengusulkan unit 

j 

kerja/ satuan kerja be redikat Menuju W K atau WBBM telah memenuhi 
syarat pengusulan tin at instansi. AJ bila instansi pemerintah yang 
mengusulkan tidak m rnenuhi persyara an di atas, maka pengusulan 
akan ditolak dengan pernberitahuan melalui PMPZI, kecuali ada 
pertimbangan telmis lai dari TPN; 

2) memastikan unit kerj /satuan kerja y , g diusulkan memenuhi syarat 
pengusulan tingkat uni . Apabila unit ke1 [a/satuan kerja yang diusulkan 
tidak memenuhi pers aratan diatas, aka pengusulan akan ditolak 
dengan pemberitahuan melalui PMPZI, Jl: cuali ada pertimbangan telmis 
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si pembangunan ZI oleh TPN melalui beberapa 

BAB III 

EVALUASI PEMB GUNAN ZONA I TEGRITAS OLEH 
TI PENILAI NASION L 

S 1 h , • • t • . tah • k I it 1- • / tu k • ete a pirnpman ins ansi pem rm mengaju , uni xerja sa an erja yang 
memenuhi kriteria menuju WB /WBBM melalui PMPZI, maka TPN melakukan 
beberapa langkah dalam rangka valuasi pengaju usulan unit kerja/satuan kerja 
berpred.ikat menuju WBK/WBB 

User di 
Pemerintah 

Provlnsi 

User di 
Pemerintah 
Kabupaten/ 

Kota 

INTERNET 

2. Instansi Pemerintah untuk elakukan pengaj an evaluasi kepada TPN apabila 
penilaian yang dilakukan TP kepada unit ke · 1 

/ satuan kerja telah memenuhi 
kriteria untuk diajukan kepa a TPN; 1 

3. TPN untuk monitoring dan evaluasi pemban nan ZI, pengelolaan data dan 
informasi dalam rangka p nyusunan profil pelaksanaan ZI pada tingkat 
Pemerintah Kota. 

Pengajuan evaluasi kepada TP I melalui PMPZI dilakukan paling lam bat pada 
tanggal 31 Mei setiap tahunnya. Apabila terdapat t erubahan terkait tanggal waktu 
pengajuan evaluasi, maka Kerne terian PANRB ak1 memberikan informasi melalui 
surat pemberitahuan. l 
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lain dari TPN. Selain it , apabila unit k ja/ satuan kerja yang diusulkan 
bukan unit kerja/ sat n kerja yang ~1 r. yelenggar. akan fungsi layanan 
masyarakat langsung, aka jumlah unif kerja/ satuan kerja yang sejenis 
yang akan dievaluasi ditentukan berdasa 'kan koordinasi antara TPN dan 
~; I 

3) memastikan bahwa h sil penilaian TPl pada unit kerja/satuan kerja 
yang diajukan telah emenuhi amb g batas penilaian, yaitu total 
nilai pengungkit da1 hasil minimal 75,00 dengan minimal nilai 
pengungkit 40 untu x Menuju WBK dan minimal 85,00 dengan 
minimal nilai pengun it 48 untuk Menuj WBBM; 

4) memastikan bobot n 1ai per area p1 ngungkit minimal 60°/o pada 
semua area pengungki untuk predikauJ nuju WBK; dan bobot nilai per 
area pengungkit min', al 75o/o pada emua area pengungkit untuk 
predikat Menuju WBB 

5) memastikan nilai kom asi yang bersih dan akuntabel" 
minimal 18,25 untuk Menuju WBK d 1 19,50 untuk menuju WBBM 
dengan ketentuan nil · sub komponenl "Survei Persepsi Anti Korupsi" 
minimal 15, 75 atau skorsurve~ 3,60 untuk Menu ju WBK dan 
WBBM, serta nilai sub omponen "kinerj lebih baik" minimal 2,50 untuk 

I 
Menuju WBK dan 3,75 ntuk Menuju WB M; 

6) memastikan nilai kom onen hasil "Pelay1 an publik yang prirna" minimal 
14,00 atau skor survei minimal 3,20 unt k unit kerja/satuan kerja yang 
diajukan berpredikat enuju WBK dan inimal 15,75 atau skor survey 
minimal 3,60 untuk it kerja/satuan l erja yang diajukan berpredikat 
Menuju WBBM. 

Apabila hasil Pra evaluasi TPN pad unit kerja/ satuan kerja tidak 
memenuhi ketentuan ebagaimana an 3 hingga angka 6 diatas, maka 
unit kerja/satuan ke 'a dianggap tidJi memenuhi kriteria untuk di 
evaluasi oleh TPN. Set ah itu, apabila u1 it kerja/satuan kerja memenuhi 
ketentuan sebagaiman angka 3 hingga 

I 
diatas, maka unit kerja/ satuan 

kerja dianggap memen hi kriteria untuk] i evaluasi oleh TPN. 

B. Desk Evaluasi oleh TPN 
Setelah dilakukan pra valuasi untuk me ihat pemenuhan syarat instansi 

pemerintah dan unit ke a/satuan kerja f ng akan mengajukan evaluasi 
pembangunan ZI, maka elanjutnya TPN I elakukan desk evaluasi untuk 
mengetahui kualitas pem angunan ZI teruf a dari area pengungkit. Desk 
evaluasi ini bertujuan tuk memastikan I bahwa unit kerja/ satuan kerja 
telah secara konsisten an berkelanjutai dalam membangun ZI dan 
implementasi pembangun . ZI telah dilen I api dengan data dukung yang 
sesuai. . I 

Desk evaluasi dilaku melalui pendal an dan pengujian LKE serta 
data dukungan yang telah disampaiR oleh TPI serta dengan 
mengidentifikasi informas dari berbagai I edia terkait unit/ satuan kerja 
yang dilakukan evaluasi. pabila diperluk ~ , desk evaluasi dapat dilakukan 
dengan meminta unit erja/satuan ke' ia untuk memaparkan hasil 
pembangunan zona inte itas yang dilanj · tkan dengan diskusi melalui 
media/sarana yang efekti. Hasil desk eval1 asi selanjutnya menjadi bahan 
bagi TPN untuk menentu n keberlanjutan roses evaluasi selanjutnya bagi 
unit kerja/satuan kerja 



C. Evaluasi Lapangan oleh T 
Evaluasi lapangan bert juan untuk mel · 

1 
t secara langsung implementasi 

pembangunan zona inte itas pada unit kerja/satuan kerja. Pada saat 
evaluasi lapangan TPN da Eat melibatkan: 
1. perwakilan instansi y g berada pada evel provinsi yang mempunyai 

fungsi pembinaan lay an utama dari nit kerja/ satuan kerja dengan 
memperhatikan adany potensi benturan epentingan; 

I 
2. instansi lain yang m mpunyai kapasi as untuk melakukan evaluasi 

pernbangunan zona · tegritas dengan emperhatikan adanya potensi 
benturan kepentingan; 

3. para ahli serta akade isi yang mempu yai kompetensi tentang tugas 
fungsi dari unit kerja/ tuan kerja tertei u. 
TPN pada saat eval asi lapangan ale n melaksanakan kegiatannya 

terhadap dua aspek: I 
1. Pada saat melakuk evaluasi lapan an, TPN rnemperhatikan dan 

t menguji implementasi nam area perubah pada ZI. 
Evaluasi lapangan ini enggunakan kerl s kerja evaluasi basil penilaian 
TPI sebagai dasar pe ilaian. Oleh karJ a itu, evaluasi lapangan yang 
dilakukan untuk me astikan bahwa A sil penilaian TPI telah sesuai 
dengan kondisi yang a a di lapangan. A abila terdapat gap antara basil 
penilaian evaluasi la angan dengan ~ sil penilaian TPI maka yang 
digunakan adalah hasil penilaian evaluasi lapangan. 

2. Aspek hasil yang terdi atas sub kompoi en Survei Persepsi Anti Korupsi 
dan Survei Persepsi Pel yanan Publik. I 
Dalam melaksanakan e aluasi terhadap fl sil Survei Persepsi Anti Korupsi 

' dan Survei Persepsi Pel yanan Publik, TR memastikan kualitas integritas 
dan kualitas pelayan yang diterim oleh masyarakat/ stakeholder 
dengan melaksanakan survei secara la.ii sung. Survei ini dilaksanakan 

I 
oleh TPN melalui Bad Pusat Statis · atau pihak ketiga yang telah 

I 
ditunjuk. Hal yang men adi perhatian pad saat pelaksaaan survei adalah: 
a Survei dilakukan k pada unit yang ! emenuhi pra evaluasi awal oleh 

TPN melalui PMPZI; 
b, Survei dapat dilak tau bersamaan dengan waktu 

evaluasi pengungki· {evaluasi lapang ) dan memperhatikan kondisi 
yang terjadi pada s t evaluasi; I 

c. Survei dilakukan epada penerim~ pelayanan yang telah selesai 
dari unit kerj /satuan kerja. Hal ini untuk 

j 
memastikan bahw responden te1 menerima secara penuh 
rangkaian proses pelayanan sehiJ a hasil survei akan dapat 
memberikan garnba · an secara obyek .t kualitas pelayanan; 

d Minimal jumlah esponden yang I dilakukan survei adalah 30 
responden untuk atu unit kerja/ s tuan kerja. Apabila penerima 
pelayanan dari uni yang diusulkan I ecara kuantitatif selama kurun 
waktu yang diten kan kurang d 1 • 30 orang, karena memang 
karakter unit kerja satuan kerja ya1 g bukan pelayanan kebutuhan 
dasar, maka tim y · g melaksanakan I urvei akan menentukan dengan 
jumlah tertentu ses ai kaidah-kaidahl erhitungan statistik; 

e. Tim survei harus emperhatikan ko posisi responden terkait jenis 
pelayanan yang di · iki oleh unit kJ 'a/satuan kerja. Hal ini untuk 
memastikan bahwa hasil survei ak I menggambarkan kualitas dari 

32 
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bahwa unit kerja/ satuan kerja 
K/WBBM, maka TPN akan 

agar unit kerja/satuan kerja 
kerja/ satuan kerja menuju 

a apabila basil ev uasi TPN me unjukan bahwa nilai unit 
kerja/satuan kerja idak memenuhi 1 iteria dan nilai minimal menuju 
WBK/WBBM, a TPN mereko I endasikan kepada pimpinan 
instansi pemerin agar unit kerja/1 atuan kerja tersebut dilakukan 
pembinaan; I 

b. apabila hasil evalua i TPN menunjuk 
tersebut memenuh syarat menuju 
merekomendasikan kepada Menteri 
tersebut ditetapk sebagai 
WBK/WBBM. 

3. Evaluasi terhadap sub omponen capaian kinerja 
I 

Pada saat melaks aan evaluasi, T, N memastikan bahwa capaian 
indikator kinerja u ma (IKU) u t kerja/satuan kerja telah 
sesuai/melebihi deng n target perenc . aan kinerjanya. Selain itu, 
apabila indikator kine ja utama yang I igunakan mempunyai standar 
target nasional, mak capaian kinerja unit tersebut minimal harus 
sama atau melebihi tar et nasional yang I da. 

Setelah selesai me akukan evaluasil lapangan disertai pelaksanaan 
survei, maka TPN mel cukan penilaian d ngan rnenyandingkan LKE hasil 
penilaian TPI dengan k ndisi yang ditem · kan dari proses evaluasi. Selain 
itu, pada evaluasi lap gan ini, TPN ju~ melakukan pengujian melalui 
mystery shopper pada nit/ satuan kerja. 

4. Tahapan clearance dan panel. 
Setelah selesai melak kan rangkai eval asi, TPN melakukan clearance 
dengan Ombudsman R publik Indonesia! Komisi Pemberantasan Korupsi, 
Komisi yang terkait te nis inatansi, ser APIP untuk menentukan unit 
kerja/satuan kerja yang akan m1 ndapatkan predikat menuju 
\VBK/WBBM. Setelah i dilanjut kan deA an panel basil evaluasi. 

5. Penyusunan Laporan H sil Evaluasi. 
Selanjutnya TPN rneny sun laporan has il evaluasi dengan menjelaskan 
catatan selama evalu Secara nnci, tasil evaluasi dapat diuraikan 
sebagai berikut: 

semua jenis pelay an yang cliberika oleh unit kerja/ satuan kerja. 
£ Pertanyaan survei mencakup pers1 ~si kualitas pelayanan, yang 

meliputi aspek-asp k yang diatur e eh kebijakan tentang evaluasi 
pelayanan publik. edangkan persej si anti korupsi meliputi aspek 
tindakan diskrimi asi, indikasi kec rangan pelayanan, pemberian 
imbalan diluar ket ntuan yang berl! u, praktek pungutan liar, dan 
praktek percaloan Aspek pertan aan pada persepsi kualitas 
pelayanan dan pe sepsi anti koru1 si disesuaikan sesuai dengan 
kebutuhan survei. I 

g Ketentuan lebih de ail terkait pelaks . aan survei akan disampaikan 
setiap tahunnya ol h kementerian J telah mendapat masukan dari 
BPS. 
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I 
I . 

1. Melakukan pendamping in secara konsis ~n terhadap unit kerja/ satuan 
kerja yang telah meru apat predikat 1 enuju WiBK serta memantau 

I I perkembangan pembanganannya untuk m nuju WBBM; 
I I 

I 

I 

Langkah yang harus dilaku lc':An oleh TPI: 

BAB IV 
I 
I 

PEMANTAUAJ~ UNIT KERJA/S1l1UAN KERJA 
I I 

BERPRED KAT MENUJU WBf/WBBM 

A. Pemantauan Unit Kerja/Sa uan Kerja BerprJ heat Menuju WBK/WBBM 

Unit kerja/ satuan J ·erja yang te~ : mendapat predikat menuju 
WBK/WBBM merupakan unit kerja/ satu ~n kerja percontohan terkait 
pelaksanaan RB, khususnya dalam hal ualitas pelayanan publik dan 
integritas anti korupsi, Ole '.l karena itu, dab lti rangka menjaga unit tersebut 
agar tetap menjaga pelayar an atau Integritai dan memastikan tidak terdapat 
penurunan kualitas serts menjaga dari 1>:erbagai penyimpangan, maka 
diperlukan langkah-langka il yang harus dilal ~kan oleh TPI dan TPN. 

! 

prima" minimal 

15,75 
(survei 3,60) 

14,00 
(survei 3,20) 

Nilai komponen hasil 
"Pelayanan Publik yang 

3,75 2,50 • Nilai sub-kornponen 
"Kinerja Lebih Baik" 
minimal 

15,75 
(survei 3,60) • I 

15,75 
[survei 3,60) 

Nilai sub-komponen 
"Survei Persepsi Anti 
Korupsi" minimal 

• 

19,50 18,25 Nilai komponen hasil 
"Pemerintah yang Bersih dan 
Akuntabel" minimal 

75% 60o/o Bobot nilai minimal per area 
pengungkit 

I ! 4a. 40 Nilai Minimal Pengungkit 

85 I 
I 

i Telah mendapatkan predikat 
I Menuju WBK 

75 Nilai Total 

$YARAT·:·· 

! 
I 
I 
! 

erpredikat menuju WBK dan 
I : 

Berdasarkan rel« mendasi dari 1 ~N, Menteri menetapkan unit 
I 

kerja/ satuan kerja ten sebut sebagai 4 1 kerja/ satuan kerja berpredikat 
Menuju WBK/WBBM. Syarat unit ~i rja/ satuan kerja yang dapat 
ditetapkan sebagai Mer uju WBK/WBBM ; ~alah sebagai berikut: 

Tabel 4. Persyaratan p, netapan unit kerjl ~satuan kerja menuju 
l\i enuju WBK/WBB ~ 

I 

D. Penetapan Predikat Menuju WBK/WBBM 
1. Penetapan Unit kerjs /satuan kerja 

WBBM. 



35 

2. Melakukan survei int mal untuk me etahui dan menjaga kualitas 
pelayanan dan integri s. Pelaksanaan hrvei menggunakan metodologi 
yang telah ditetapkan old h TPN (Apabila ti· ~ melaksanakan survei internal 
tersendiri, TPI dapat enggunakan hal Survei Kepuasan Masyarakat 
(SKM) untuk melihat ku itas pelayanan d1 integritas); 

3. Melakukan penilaian internal d~ melaporkan perkembangan 
pembangunan ZI di uni kerja/ satuan ke a yang telah mendapat predikat 
menuju WBK melalui P· PZI setidaknya ~ tiap dua tahunan apabila pada 
kurun waktu terse but unit kerja/ satua kerja tidak diajukan untuk 
mendapatkan predikat · enuju WBBM; 

4. Melakukan penilaian in rnal dan melapo an kondisi atau perkembangan 
ZI di unit kerja/ satuan erja yang telah J ndapat predikat menu ju WBBM 
melalui PMPZI setiap dua tahun sek Ii; (contoh surat penyampaian 
monitoring clan evaluas atas unit yang ! lab mendapat predikat menuju 
WBK/WBBM sebagaim a gambar 7); I 

5. Melakukani dentifikasi dan klarifikasi' apabila terdapat pengaduan 
terhadap mal administr si di unit kerja/ s1 tuan kerja yang telah mendapat 
predikat menuju WB /WBBM, serta mendorong dan memonitor 
penyelesaian pengaduan mal administrasi ersebut. 
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Selain beberapa hal diat s yang dilakukan TPI terhadap unit kerja/ satuan 
kerja yang telah mendapa predikat meni ju WBK/WBBM, langkah yang 
harus dilakukan oleh TPN ~ I 

1. rnelakukan verifikasi atas laporan nitoring TPI terhadap unit 
kerja/ satuan kerja yang elah mendapatk I predikat Menuju WBK/WBBM; 

2. melakukan evaluasi lapangan sec a berkala terhadap unit 
kerja/ satuan kerja yang elah mendapatka' predikat menuju WBK/WBBM; 

I 
3. melakukan verifikasi lap gan dan klarifi asi dengan TPI apabila terdapat 

laporan dugaan mal a inistrasi yang ctl erima oleh TPN terkait pelayan 
atau integritas di unit erja/ satuan kerj I yang telah mendapat predikat 
Menuju WBK/WBBM. 

Pim'· nan Instansi Pemerintah 

(nam) 
NIP.I 

Dengan hormat, bahw dalam rangka P. laksanaan Peraturan Menteri 
I 

Pendayagunaan Aparat r Negara dan R formasi Birokrasi Nomor XX 
Tahun 2021 tentang P doman Pemban I nan Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas dari Ko psi dan Wilayah B rokrasi Bersih dan Melayani di 
Lingkungan Instansi Pe erintah, kami t' lah melakukan pembangunan 
Zona Integritas di (Nam Instansi Pemeri.r/ h). Berdasarkan laporan hasil 
monitoring dan evalua i tahun (tahun. I engajuan) oleh Tim Penilaian 
Internal (TPI) ZI (Nama nstansi Pemerint<l ~, kami menyimpulkan bahwa 
unit kerja/ satuan ke · a (Nama Unit! kerja/ Satuan kerja] masih 
memenuhi/tidak meme uhi kriteria Mentl u Wilayah Bebas dari Korupsi 
(WBK} atau Wilayah B okrasi Bersih d! Melayani (WBBM). Hal ini 
berdasarkan catatan TPI bahwa: ! 
1. ( capaian nilai pe gungkit dan hasil 
2 ( catatan hasil mo itoring dan evalu si) 
Demikian kami sampa ,kan, atas perhi an dan kerjasamanya, kami 
ucapkan terima kasih. 

Jakarta 

Kepada Yth. 
Menteri Pendayagun Aparatur Neg ra dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia I 
Cq. Deputi Bidang Re .ormasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan 
Pengawasan 
Di 

: Lapar Monitoring dan E aluasi Unit kerja/satuan kerja 
I 

Berpredikat Menuju ilayah Bebasdari Korupsi 
(WBK) / ilayah Birokrasi ersih dan Melayani WBBM 

(Tanggal pelaporan) Nomor 
Lampiran 
Hal 

Gambar 7. contoh urat laporan onitoring dan evaluasi unit 
kerja/ satuan kerja yang lah mendapat p 1dikat menuju WBK/WBBM 

(Ni mar surai} 
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Terbangunnya unit kerja y g berpredikat me uju WBK/WBBM dapat menjadi 
percontohan yang sedang beru aya melakukan p rbaikan pelayanan publik dan 
anti korupsi dalam rangka perce atan refonnasi bi} krasi. 

BABV 
PENUTUP 

D. REPLIKASI PADA UN T KERJA/SATl!J N KERJA YANG TELAH 
BERPREDIKAT MENUJU K/WBBM. I 

Sebagai upaya untuk endorong perceip tan pembangunan ZI pada unit 
kerja/ satuan kerja lainny , rnaka perlu dil ukan replikasi pembangunan ZI 

I dari unit kerja/ satuan kerja yang telal mendapat predikat menuju 
WBK/WBBM. Replikasi ini dapat dilakukan I leh unit kerja/ satuan kerja yang 
sedang membangun den melakukan st di tiru dan modifikasi sesuai 
dengan karakteristik yang dimiliki. Selanju I ya diperlukan kebijakan di level 
internal instansi pemerint untuk mendoro g unit lain melakukan replikasi 
pada unit yang telah men apatkan predikai menuju WBK/WBBM, sehingga 
replikasi terhadap unit k rja/ satuan kerjd yang telah mendapat predikat 

I 
menuju WBK/WBBM akan berjalan secara si temis. 

KERJA/SATUAN KERJA 
I 

B. PEMBERIAN PENGHAR AAN BAGI 
BERPREDIKAT MENUJU BK/WBBM 

Sebagai wujud apre iasi kepada unit kerja/satuan kerja yang telah 
berhasil membangun ZI d dalam rangka I endorong pembangunan ZI pada 
unit kerja/satuan kerja ang Iain, instansi pemerintah dapat memberikan 
penghargaan kepada uni kerja/ satuan kJ · anya yang mendapat predikat 
menuju WBK/WBBM. Pe berian penghrul aan tersebut diberikan sesuai 
dengan kebijakan rn sing-masing i1 stansi pemerintah dengan 
memperhatikan ketentuan peraturan perud I gan yang berlaku. 

I C. PENCABUTAN PREDIKAT ENUJU WBK/W BM 

Pada unit kerja/sat an kerja yang tJ ah rnendapat predikat menuju 
I 

WBK/WBBM apabila herd sarkan laporan d · TPI bahwa unit kerja/ satuan 
kerja sudah tidak memen i kriteria menuju WBK/WBBM. Berdasarkan basil 
evaluasi lapangan berkal atau verifikasi !1 pangan oleh TPN dan setelah 
melakukan klarifikasi de gan TPI ditemu an bukti bahwa terdapat mal 
administrasi, rnaka sec tertulis TPN J an merekornendasikan kepada 
Menteri PANRB untuk m ncabut predikat I enuju WBK/WBBM pada unit 
kerja/ satuan kerja terseb t. Selanjutnya, u it kerja/ satuan kerja yang telah 

l 
dicabut predikat menuju WBK/ WBBM, ti ak dapat diajukan lagi untuk 
untuk rnendapatkan predi at Menuju WBK t lang 2 tahun setelah penetapan 
pen ca bu tan diterbitkan. 
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I 

HMAD MONIANSE 
t 
I 

I 
WALI KG A BAUBAU, 

I 
Pedoman ini bersifat din is, dalam arti tentuan-ketentuan didalamnya 

dapat diubah sesuai kebutuh berdasarkan pe embangan lingkungan strategis 
yang ada. Indikator dalam r ngka penetapan predikat ! menuju WBK/WBBM 

I 

diharapkan secara bertahap dap t diubah sehingg ; semakin mengarah kepada zero 
tolerance approach dalam pem erantasan koru~ ~· Oleh karena itu diperlukan 
evaluasi kebijakan pelaksan pembangunan Z ' untuk mengetahui efektivitas 
pedoman ini. 
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pt<mdur /mcl<anl.,,.., pngJeliu "'""-.loll uluruh un,ur dal.>m W>lt kc,ja 
b. Ji.kn •c:baiiian ~ pn,sedur y11.111l =kw A/8/C A t.CO 
ocbng!an besar wmu dJilili,, unit kttja 

le. Jil<" t[dnlc di" odelc•I; 
u, -- .zo ... lat--'tao 100 I 00 10000% 

a. Tttdop.>t dolrumtn re=a kcrju pembn.ngwu,n Ya, jil<.i cmnilild n-nainn k<rj• panb.ulgurulJ'l Zon• 
Zono ln<egrit115 mtmijt, 11/B!C/WBBM ln~Ula. Yo/l\d.,Jc Yn I.OJ 

b. Dawn dolrumen pcmbo.ngun:m t~pa\ ,._,.,,.,. L Jib. ll'lllt,a lllr&tl·fll1C'l pru,rltu tcle\11J\ dengµn 
fnrl:"<l prforiu,,o ynn~ ttlc,,.n c!o,gan tujuan htjwu,pcmban,:uNn WBK/WBDM 
pcmbangunm, WIIK/WOBM b. Jilc.a. ••baclan ~-~ prionuis n,lcvan d"1ll,lll A/8/C A 1.llO tuju11n JlffllbongullSU WIJlC/WDllM 

e . .Jtkn tldGlc l1dA !Argct-t~ priorlw yang re!evan 
d<n~n tu•··- -mban=•n•n WBKIWDBM 

L.. Tt:tdncmTtnckn.ntini.eatiliU1'ihli.1·Unti111: ;;-:,ra.-.- _;.l-.;"\..~A7J;."~"':t::"~--=--=-----=--·...k----;;;.;· ~ ·- 
--- =-mn!imsllam p,:mb.,ng,.Jn->n·wn11p.vnm.1 i.olu-aJctil' png rfcklif untuli ai~rinuilcan 

pcmbangunan Zl krpada !ntrmal dan atllkLholde, ~ 
i><rlmla A/U/C A t,00 b. Jilca pcngclGla.an rnrdia/.iat..1- interaktlf d1!&1rulc:ln 
oa-ara tl:di&uu dan Udale att"'1l bcrkal.o 
c • .Jika pca~lolaan mrdia{o.kth'i?aa intcrllktit bdum 
dilnlruknn 

-- ~-- Ill. ...,,UtaDI.II du Efthaul -~Hmnan 100 I 00 10000% 
a. Sduruh k~alDn pcm~no.n 1udal1 L Jika &mlUD ~lat) pembana:,,Mn telah dilaluanllkan 

dilAksanakan 1.e9wJ do,gan .n,n...,,,. J.csua.i dn:JF:3.D renosn.a 
b. Jilm odm&lan bcsaz la:guuan ptml>anJ;Unall lclmi 
dllabaruikan us=! denpn ="'*""- 

AJB/C/D A 1,00 e, Jib ecbagian ~ lccg!atAn panbangunan telah 
di1abon:1k2n ~ d.o:Jgan-Re:m 
d -. Jlka. bclwn ade kqj.oatllII p:ml,;u,!l\U)an ynng dl!alrulr.an 
us,ual drnPnn rr.~.a 

b. Tetda~t manitorins dim ...-al'ww tcrh.odap a. Jika 1DOnltmi."1g dari C'Val....i rutUbatlcJln pimpinan dan 
pemb~n Z4M lnLrgnw dllAkuk.o.n"""""' bttlml~ 

DAN KORUPSI DARI 

LAMPIRAN III 
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU 
NOMOR : e:z. TAHUN 2022 
TENT ANG 
PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS 
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU. 

r 
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100 00% I 00 

L(IO 

l,OCI 

A A/D/C/D 

A/D/C/D 

A./n/r::. 

a,.Jilai O<tllua SOP unit tclab ffimj'O<U pc,a P"""'• blsnla 
danJu&o mcl~n ~I y:u,g "'°lan<s 
b. Jika s=u,a SOP unit 1elah mcng.•cu p,:u, p,w(:11 blonia 
e, Jika acb.igiao SOP unil tcW, == pcl'I p,wca 
bianit 
d. Jilca belum l<nbpal SOI' u11it ,r:ani: mcnpa., pd4 
[l(Dlt'.I bi1niJ 

1i-E;il*u111 rnrnu,u f. / aan u~..Jan--lJ$\aW:n dilri 
11!1.:,....W. dlakoiriodAsila.n dawn l;epuru,~n 
IL JikA •r.baglan ~- Mss,,la terlibat dabm 
pei,>.~:wt :r.o... lnlq;rilo, mcnuju WllK~'DllM 
e, Jib ~t>"tl"" kcdl ""'£i"'b .. ,bm1 d"1.vn 
~ba.aeu=n Zona lnlq;ri1N mniuju \\'DIC/WIIDI.I 
d, Jib b(Jum o>da eni;g- tcdibat d.ol4m pcmbangun.lln 
Z..aa lntqrita1 l!DCDUju WDK/Wl!OM 

a. Jik:,. !Lfob diJllkuk.u, Uj>§f" .,.,,,_~ bwb)"ll lu:rj,a 
dL'> pol4 pikir d&n mnmpu mei:,gurangl r .. aldW o,u.o 
perub:il,ao 
b, JU.... tclo.h dllwrukan upo)'ll Jlffllbru>gunan bu<by" kc,Ja 
de pG!a piki.t I.Bpi m.uth ltrd.apat 1uJ11cn11 AlAI 
~rubahan 
c, Jtka. bclum lmupal u poya pcmb&ngumm bud•ya lmja 
dan la lldr 

. a,Jil<a......,. •fll:t'Ola mlibtr!-<lat.m JW'Sbltni:n= z-. 

11. 1 n~ pen:a I te1ap n 
bttkonttibusl tuhadap pcrublhan pad.o unit knjanF' 
b. Jilca .agen pe,ublah:u, td'lh dit~lum nomun bcluc, 
~rl<cnltibusl i~r-1.od•p p<n>lMh,m podA unit Ja:,j=ya 
c. Jik2 be!un, tcn!.,.pat "£"" p,n1b.ah.on 

)'U, J lkn plmpinll<I mtn)adi cootoh pcl4kv.nnan nllal-nila.l 
ors-nt&all. 

c, Te!ah WDi>DSUJI bud.ya kctj.& Jan P<>ID poor di 
linsb>-"lf?J> mpnlsu1 

l,DD A/B/C 

\"a/Tldu 

) 00 

a. l'll:nplnan "'"l"'n.tl ""~.i ""- mod"' d4lam 
p(lakaanun J'cm~ \IIBK/WBD~1 

1,00 

Ya 

A/8/C/D 

L Jil<.m scmua ••ta1M1frcl.=ondasl ~ii <nOnitorlng clan 
n...iua., t11:1 internal arru, patJop.,n dan pcllll<aanun 
k.ts),,.w, Unlt WllK/WIID~ lclah ditlndakl,,r.jutl 
b. Jib tcbagliln b<:&41 c..!4taa/rckomwtwl hMil 
monllorin« daneviOJWllt llm ln1crnnl atfll ~f!M>p,ul dan 
pcliilmaruan kcs;iatanUrJt \VIJK/lA'BBM tdah 
dltindaklanJutl 
e, Jlka •ebaglan l<rdl <a!a!M/ rcl,:or.,rndao! ha.ti! 
rnonilortne_ dan ci'llluul tin1 lntttru1l <1ta.11 pcr.,IDPAA don 
pel;in.itna.on kq:iaton Unit WBK/Wlllll.l tclah 
ditirulakl.-,njuti 
d. Jika <4tatno/rckcmrndall luuJl rnonitonng dan 
ev~uiW fim intercai R~o.3 penizap&n rlan ptl.a.lu.u,.a~ 
lttfi.at.on Unit WBK/WllllM bet,u,, diti,,daklllnjuti 

c. n.o.ul Ucci.toriJlg d:uJ Er..lua>l .. !.ih 
dltlnd.ulanptl 
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tro11dw•11p 8UtJ.( dOS 
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- . - - . - ·-- ~ - -~-· - ·- ·- -- - .,r,. - , .PUiizcin, -v ... - - - - - - - - .. - - . ! Pen.Uaian. B~l?ot , · Peiyela.san 5, . iJawa.ban J•;NUal u % •• .; Catatan,IKeteninga,n/Penje~, .. '< ; : J '.Jauiciluui 1 ' ;. ' v- • i 
d Tclah dllakukan monitonng da.n dnn evalus.s! a. Jika laporun monitoring clan evalu.nsl tcrluulap 

tcrlwlap p<tnunfuatan tcknolt>gi infonnll.lll cl8lsm pemnnfaatan tclcnologi Jnfonniw dalam pengukuran 
pengukuran ldncrja u,ut, operruilonolisa11l SDM, klnerja unit, opcra11ionallsaal SOM, dwt pcmberlan 
don pcrnbcrian layanan kepada publlk 1aynnan kepada publlk eudah dllalruknn aecaru berkala 

b. JikD. lapomn monltnring den cvalua.ol terhndap 
peotanfaatan telmologi infonnasl dalam pengukura.n 
klnerja unit, operaalonall•~i SOM, clan pcmberian 

A/8/C A i.oo layruu,.n kepada pubUk oudah dllakul<an tetapl tldnk 
...,....a betl<Dla 
c. Jlka tldak terdapat monitoring d11n evaluns] tcrbadap 
pemanfaatan teknologl informasl da!a.tn pengulruron 
!dnerja unit, eperaalonalisasi SOM, dan pemberian 
layanan kepada pubUk 

ia, ~bul<&an Wormul l"ablllc 050 D 50 10000% 
a Kebijllkan tcntang keterbukaan lnformaal publlk a. Jika sudah terdapat l'ejabat Pcngel<Jla lnformas! Publlk 

tclah dltcropknn [PPIDI yang menyebarknn ,cluruh h,rormaal yang dapat 
dlokaes aeenra mutakhlr dan lcngkap 
b, Jll<a eu<Ulh t.,rdaptlt PP!D yang mcnycbarkan acbnglnn AIB/C A I.CO ., -g -, 

kngkep 
e, Jika bclwn ada PPID do.n belum mclakukan 
lceovebaren Jnfonnas! nublik 

b. Tclah daaJcukan m,,nitoring 4an evalua,,i a. Jooi dilakukan monitoring <Ian evaluasl pelaksanaan 
pclakoanaan kcbljakan lrucrbukaan informasi kcbijakan ke!erbuknan informosl publik dan tclllh 
publik d!tindaklanjuti 

b. Jilu,. monitoring dan cvalutw pclaksnnaao kcbljakan 
kcicrbukaan !nformasl pub!ik tclnb dll..irul<an tctopl A/8/C A 1,00 
belum dltlndnklanjutl 
c. Jllm. monitoring don evalunal pelalunnaao kcbljakan 
ketcrbukoon lnformaal publlk belum dilakukan 

3. PBWt. TA.\N 81STEM MAKA.J&IIEll SDI! APIIRATUR 1100 1100 100.00% 
..!:.. ~C&DUD Kehutaluu)..~~ •..ual.~e- - l-n:215 .A ... R ·= , ~~ ......... 

.,: Kebutuhan pcgawai yang disusun olen unit kcrja Ya, jika kebutuhan pcgawal yang d!susun oleh unit kerja 
mcngacu lcq,odn peta jabata.D dan basil analisia mcngncu .kepada pc!ajabo.tan dan basil anallsls beban YafTidak Ya 1.00 bcb,m kcrja unruk =>•ing-masing jabatan kerjo. uatuk rruwng·ma.ingjabo.tan. 

b. Pc=patan peg:,wlli haall rckrulmen mum! a. Jilm aemue pcnempaten pego.wal basil rckrutmcn 
mengacu kepada kebutuhllrl pcgawai yang telah mum! mcngo.cu kepadu lcebublhan pegawoJ ynng telah 
dlaueun per Jnb.,tan disuaun per jabatan ---- -- . 

b. Jika aebagian besar pcncmpatan pcgawai b:A3U 
rekruuru:n mum! mengacu kepada kebutuhnn pegawal 
yang tclah disuoun per j11bntan 

A/B/C/D A l,00 c. Jika scbagian kecil penempaten pegawa1·11aau 
rrkruunen mum! mengiu,u kepada kebutuhan pegawai 
yang tclah dlsusun per jabatan 
d. Jika penempatan pcgawo.i bnsil rclautmen murni tidok 
mengocu kepada keburuhan ~gawal yang telah dlousun ___ ,_,. ____ 
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10000% 

1,a> A A/8/C/0 

•;gawai nlempcrtimban~ hasil peDge101.aan kinaja 
pegawai 
b. Jika ~b.,. besar rencnna pcng,,mbnnCllll 
kompcten.l pegawal mmipc:rtilnbangkan ha!lll 
pcngela!ann Jdncrja pegawnl 
c, Jika seboginn ktcil cencnnn pcngembangan kompelb!a.i 
pc:ga1WI mempcrtllnbengknn haaU pengclolaon kinc,ja 
pc:pwni 
d. Jlka bclwn ruin rcooana pcngomb:lngan kampet,,n•i 
pcgawai )"lln!l mcmpcrtimbanglmn huil pengrlolaan 

Yaf'l'l<lak 
Yo., jil<a audah dllalruknn Training Nffii Analy,:is Untuk 
leen ko-~~~I. 

12!1 

kompetenai' pegawai, tclah mempcrtimbanglcan 
basil pcngdolaan kinerja pc:gawal 

-,- 

a. Unlt Kerja rnelakululn Trttining ~ ,!nalysis 
Untuk nr.n"'emban ........ kom-·nai 

Ya Ya/Tidal( 

Ya, jilca aud4h dllalrukan monilor!ng don cvaluasi 
tuluulap keginlan muta.sl yang tclah dilalrulam dalain 
kaltannya dengan paballmn klnerja. 

~nbatan tclab mcrnpahatiknn lmmpttcn•i jabauln dan 
mcng!lrutl pola_mutaaiyang telnh ditctapknn orpnlsas.( 
e, Jika mutasl pi,gm,,al antar jab,11nn belum 
mempc:rhatikan kmnpetcnsl jabatan clan mengjkuti po!a 
muta,ti y11ng te!ah ditet.tplcan organi"sasi 

c. Telah dllakukan monitoring da.n cvnluasi 
terhadnp keglatnn muwi yang ttlah dilokuknn 
dalam knl!Dnnya dcngon pcrbnlbn kincrja 

A A/B/C/0/E 

a. Jika scmua mutaal pegaw:u antar jab,UBD trlah 
mernpccbatlkan kompcttml jabatan dan meogilruti po!a 
mutasl :ysi,g telah diU:taplain oq:anisilsi don juga unit 
kerj11 membcrilaln pcrtimbontnn terkrut ha! ini 
b. Jikll semua mutaal pcgawai aatar jabalan telah 
memperbntikan kompetcnsi jabatan dnn m""gilmti pola 
muta.51 yang telah ditrt.opl<an org.inls.nal 
c. Jib a,;boglan bC84r mutnBi- pcgnwal antor Jnbnton tdah 
memperhatilam kompete..•I jobaun dan mengilruti pole 
mutasi yang telah diti:tnpktm organi.msl 
IA ... ..L ·- 

b, Dalam melalrulcan mutosl ptgawal antar jabatari 
telah mempcrhalikan kompcw,oi jabatan da.n 
mcngilwti"pcla !11Utas.i yang telah ditctapkan 

10000% 

Y11 Ya/Tidak 
Ya, Jlka dilalrukan mutn.ol J>C!l'lWal aetar j4bo.tnn acbagal 
wujud dnrl peogembangan kl1mr J'eS""''ll!. 

a. Dalam mdakukan pengembangnn Imrie% 
pegnwal, telah dilnlrukan mutzul pcgawal IUltar 
liabalan 

050 

Ya/Tidal< 

U. Polli llutao.1 lntamal 

Yo. 

Ya, jika audah dllakulmnnu,nitoring dan evaluasl 
tuhadap penempatrui pq:.,.wal haAil cckrutnim untuk 
mcmeliuhl kcbutuhan jllbntnn dalmn crganisGll! telab 
111<:mbcrilcan perballmn terhnda.p ldnerj11 unit krrja.. 

c. Telnh dilakukan monitoring dan dan evaluul 
tcrhadnp pmempa!nn pq;awal ttkrutmcn un!Ulc 
memenuhl kcburuhan jabatan dalam organioui 
telah membcrlklln perbaiknn tctluidop klncrja 
unit kmn 
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--· ~--- • .7 - T· - - -,-- -T.,- ~-~-~- -- ~-- --·-~ --, ' Plllhan -. . .- J, -- ~- - ~ - - ·- --:--T -- ~,- -· -e--- -- • - r-- - 7 "I<- ' -- - - · Pan~taian . Bo bot Pmucfasan . Nllal % Catatan/Kaun-a.ngan,/Pie;yal~~ . J~waban . c, Tini;l<mt lmae,\jangan l<Oftipc:tc=l pepwal yang a. Jika p,:~cn= kcac:njangan kempetenat pc:gow..i 

odD. de,,i:an atDndar kz>mpd:enal ym,g ditetapl<an dengan aundar ict)mpeteru,I Y""II dltetaplcan ocbeoar 
unruk mumg-ma,,lfll! Jabo.nu, <25% 

b. Jika pereeeteae kencnJangan k:ompi:tenai pege1.wmi 
dcng,,n olandar kcmpetcmil yang dltctoplUln aebeaa,' 
>25¥--50% 

A/D/C/0 A l,00 c, Jllc.a iiebagtan beeer koQlpdcnul pc:ga.wa.l. dcngan 
otandar kompetcn•l yo.s,g ditetapkan untuk nw..,ing- 
m<Uingjab11tan >50% ·75% 
d, Jlko. per,,enta .. kesenjang"'1 kompetenal pegawnl 
dc"8Bl' otandar l<ompctensl yang dltctopluw eebesar 
>75%-l00% 

d. Pegawal di Unit Ke:rja telah nicr:>pcroleh a. JI.la, oeluruh p<gawai <U Unit I<orjll tclali mempen1leh 
!a,ocmptaD/halc untulc mc,ng!lruti dUclat keoompotan/hnk untuk mengllmtl dlklnt mo.upw, 
=iupun pcogemb""g<Ut lmmpetensi Jalnnya p,:rigcmbcll,aan k<>m1>ctenol lD.lneyo. 

b, Jilca oebagi11n beao.r pegawsi di Unit Kcrj& tclah 
mcmperoleb keoempatrin/luu: untul< mengtkuU dllcl,,t 
C"la.Upun pengcmbangan kompct.cnl!II hdnnya 

A/B/C/0 A 1,00 e, Jika acbsgian kcdl peg11wa.l di Unlt Kcrja tclnh 
me.npcrol.eh kesempatan/h4k untuk onengtlcuU dlklot 

d. Joo,. belum eda peg;,wnl di Unit Ketja tclah mo,npet<Jlch 
kesempatan/hllk untuk mengikuti dllclat m11upv.n 
IJDCn""mk•"=~ Ja,m,>etcnol laln~ 

e, D.o.lmn pelalawwm !"'1'=1,nt,gan lmmpete.11a.i, a, Jilm unit kerja melakulcan upaya pengembangan 
unit lrczja r=l8lrukaD up~-a pcngembangan knmpetcnal _kcpada omuruh pegawa.t 
kom1>CUml kel)ada ~ (sopertl b, Jlk.o. unit kcrja melakukan upaya pengembu,gnn 
pen~p.ad11le.'>:l>Gsa~. ln- lmmpeten1t kepada. aebaghtli be.Bl' pegawal 

A/B/C/0 A 1,0<> hous~ DYllnbw, c.onchlng. atm.1 mentoring) e, JJka unit Ju,rja melalrukru1 upaya pengembiUlfll'h 
knmpeteo1! ke~ sebagj.,ut kecil pcguwal 
d. Jil«l unit kerja belum mel4kuknn upayG p engembo.ngan 
lmmn.atenal kcDR.da. -- aWW 

t. T.e.la.h~ monttorl.ngd."ln evahiast a.. JJkn mtm:ltorlns dM evalu43.I te.tharh1pi haalt_ 
!crhwl",l) basil pcngcmb""tzul kompeteolli d4Lim pcng,:mbangan kompctenaJ dalmn kllitnnn)'d. denpu, 
Jmil4n?>ya ckngnn pert,llllmn ldnerja l)Crboil<art l<inerjo. trlali dllokukan oeccrn berkala 

b. Jlka mon.ltorlng da,, .....iuoai tuhadap hasil 
rnf'n~m Rnko....: .... ,. ~~ .... 

A ~- ped,e.ikan kinerja telah dllakukan no.mun Udale occm-e. '"' 1.a, ---- 
i,,,rkala. 
c. J!ka monitoring dan eva!Wllll terha.clsp t,.asll 
p:ni;embangan lcompete'111i dalam k&itannyn. dengAn 
,,.rbaikan ldn...,o. l>elum dilakuk4n .... P•nata,. .. Kfaa"• lndi..tllu 2 ()0 200 10000% IL Terdap<>t penetopan ldnuja lm!Mdu yang terlcalt a. Jin 1duruh penetapan ldnerja lndMdll tcrkalt den1111n 

dcngul 1>crjal\!l'1n kl=rje. O>!'pulloaal klnerja ori;anlsoal acru perj1U111an klnerja oelamo deog,,n 
- -- - ---- - srusnrnn k!norjn pe~nwal (SKJ'I 

b. Jlla, eebo&(lln be1ar penei.apan lc!oerja lndl\>ldu lerkalt 
dengan kltn::rjn orv,,.n[srurl A/B/C/0 A 1,11> 
c. Jika •eboglan l<edl penct.o.pan kiherjn ladivldu tt,rlmit 
deng;o.n ldnerj11 organlaasl 
d. Jllca belwn &da pettt!tapnn ldnerja lncllv!du terkalt 
d~ .... -- · kineria ota•n13p_9J 
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c: - . ·- - - ,I . - - - - - - - - -· 
~~n 

·- .. - - - --- - ~ -··- - 
Peniltdan Bobo.t • P!"Vf!lasOJi Plllhan 

Nilal % Cctatan;Keteran.gan{Pe°njelaso.n . •. =,1awciban . 
b. Ulruran kinerja indlvidu telah mcmllild a. Jlka seluruh ukuran klnerja lndlvidu lelah memillki 

lc•~•Wllan dengan lndilmtor kin•rja lndividu l<•seoua.lan dengan lrulikator kinerja lm!Mdu 10\'cl 
level dlntasnya dJatasnya s,ma menJlgambnriron log{c model 

b, Jlka sehagian besar ulruran kln•rja !ridlvidu telah 
memlliki k.eseauaian dengan lndikalor l<inerja lndivldu 
le,,<l dialasnya A/B/C/D A 1,co c, Jiko. oeboginn kecil ukuren kincrja !ndividu telah 
memllikl kesesualan dcngnn tndikator klnerj:1 indiv:ldu 
level dintasnya 
d. Jika ulruran kinerj!l lndividu bclwn m=lliki 
keseoualan dengan indlkator kinerja lndividu IC\'CI 
diatasnYll. 

c. Pcngukuran ldnerja !ndividu dllakuk:an aeau-<> a. Jlka per,gukuran kinerjn individu dilakukan secarii 
periodilc bulwlBD 

b, Jlka pengukw'an k!nerj11 indivldu dilakubm aecara 
!rlwulnn!ln 
e. Jiktl pcngukurOI\ kinerja lndividu dllllkulum aecano A/B/C/D/E A i.co 
eemesteran 
d, Jlka pengukuran klnerja lndlvidu dllakuken •ec&Ua 
uamman 
e. Jika nen-·'-••an kinerta individu belum dilakukan 

d. lfasll penilaian klnerja indivl~u relah dljadikan Ya, jil<a hull haail pmilaian kinerja lndividu telah 
dasar untuk pcmberlan reumd dijadilmn dasar untuk pemberlan ,ewr,rd lSq,crti: Ya/Tidak Ya 1.CII 

lnen-ban=n karir indlvidu atnu <>1!11°'-"'~~""\ 
v. Pl!%lepb,I At'lll'IIII Dlslplln(Kode Etill/Kode 

100,00% Pailolm Peita•aJ 0,7S 0,711 
a. Aturan diaiplln/ktxle etlk/kode perilalru telnh IL Jlka unit lccrja telah menglmplcmentasikan •elun,b 

dUllksanwwn/dllmplemcntasikan aturcn dlslplln/kodc el1k/ktxlc pcrilnku yang dllemplmn 
organla&l dan juga membuat lnovaal tukall aturon 
dialplin/kodc etlk/lmdc perllaktt ynng 1eaunl dongan 
katnklcrl.\lik unit kerja 
b. Jika unit kerja tclah menglmplemcnwilmn seturuh 

- - aturan disi~Un/kodc c~kodc pcrilaku_yang ditetaplmn AJB/CID A -- -~~- 
e, Jikn unit l<erjn telah mengimplementasikan sebagian 
aturan disiplin/kcde etik/loodc pcrilaku yang ditetapbn 
organlsasi 
d. JOca uni! kcrja belum mengimplemenlo.!ikan aruran 
diaipUn/kode etlk(l<ode ~rilalru ynng ditctaplam 
a·r=~laali 

'ri. Slttam lD!onnul K,,-•awalu 0;15 0:211 10000% - - - - -- a. Diit.o. lnfor,:nD.11 kepegnwal= unit kerja telah IL Ji.Im dat.o. lnfonnaai kepei;,.,,'lllan unlt kerja dopllt 
dimutakhlrlwn aecara bcrkllla diaksca oleh pcgawal dan dlmutakhirkiut sctlap ada 

pcrubahan data peg;,Wlli 
b. Jib data infollJlllSi kcpcgawnlan unit ketjll. dapat /\/B/C A J,00 dlwcs o~b pcgawei dan dlmutakhlrkan namun i:ecara 
berkala 
c. Jilca de.la in!omiufkcpegawalll.n unit kerJe belum 
dimutokhlrlmn 

4. PBNOUATAII' AKUIITAB!l.lTM 500 5.00 10000% . - .. _ _...._ ___ -.. __ . ___ 
"•4 ~ .ft ·-- 
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- - - ' - r ,f ,- "'p ~- Cl - - .. -- - - - - r--~ - - . .. .. - --- . - - ; - - - - - • - I •, " { Pi Uh an . ' . •,' Pen!laiaJ!, Bo bat Ptityelasan Jawaban Nilal . ~· CatatanjKeteranga.niPei!Jelasari { " t 'Jawaban L• . . 
' . ~: " e • ~ 

a, Unit lwja telah mclihotkan plmp!nan accam a. Jika plmplnan aclalu terlibal dolrun acluruh tahapan 
lang,,ung pnda aunt penyuaun1111 pcrencanaan penyuaune.n perencanaan 

b. Jilca p!mplnan lieut terllbat dalam •ebagirul tahapan 
A/B/C A I.DO penyu•unon pcrcncanonn 

e, Jika tldak oda kctcrUbatan plmplnan dalnm 
lnenvusunaa ._ttncanaa.n lhanm mtnandntanaanil 

b, Unit kcrja tel.oh mcllbalkan accnm langswig 11. Jika pimplnan oclalu lcrllbat d<iliun •cluruh tahapnn 
plmpinan saat pcnyusunan pcnetopan klncrja pcnyuaunan pcrjlll1,)lan kincrja 

b, Jika plmpiruut tcrllbnt dalrun sebagian tnlmpan 
A/B/C A 1,00 pcnyusunen perjanjlan ldncrja 

c. Jika tidok ada ketetlib.atan pimplnnn dalam 
oe- .. ""m.nar\ .,c,...A.njlan kin~..ia. 

c. Pimplnan mcmnntau penoapalan klncrja 8Ccara ... JJka plmplnan ••lalu tctlibat"dolrun scluruh 
berknla pcmantauan pcncnpolan klncrja dan mcn!ndakianjuti 

ho.ail pemantauen 
b. Jil<a plmpinan unit kerje tcrllbat d.a1am seluruh 
pemantnuon pencapaian kincrjn tctapl lidnk o.da tindAk 

A/B/C/D A l,00 lanjut haoil penuu,tnuon 
c. Jlka pltnplnnn unit kcrja tcrllbat dole.m •cbaginn 

-·~·,- 
d, Jikn tidak ada kctcslibatan pimpinnn dalnrn 

lnemantauan nencaealan kinme 
JI. p ,velala,m AlnmtllllWtu Kin•"'• 2 l50 . ::ISO 10000% a. Dolrumen pcrcncanann kincrja oudah ada ya, jll<a unit kcrja mem.lliki dolrumen perencenaen kinerja 

Ya/Tidal< Ya 1,00 !en·"-- 
b. Percncannan klneria tclnh betorientasi hasll 1va, llka - .. erencanean kineria teJah bcrorienras{ ho.ail YarM~ak Ya 111:l 
c. Terdnpat pcnctapan l.adikalor Kinerja 1,/tnmn ya, jika unit lcerja mernilild IKIJ 

Ya/Tldnk Yn 1,00 lmnn 
d. lndilmtor ltlnerjn \elnh telab mcmenuhl krltcria a. Ji.lcn eeluruh indlkator k!ncrja telnh SMART 

SMART b. Jlka sebaglan besar lndlkator kinerjn tclnh SMART 
A/fJ/C/D A l.00 c. Jika oebaglnn udl lndlkator kinerja tclnh SMART 

d Jlka bclum ada ind lkntor kinerfc ~-- SMART 
e, Laporan ldncrja telah dlausun tepatwaktu 't'a, jlka unlt kerja tebh menyu.run Japoran ldnerja tepat 

_;{aJ~ Ya i.ro ·- walrtu 
--- 1, iLepotmJ. ltmcr:,a !elah membcrilum Jnformnsl a. Jil<a aclumh pciaporan ldnerja telah:membcrilcan 

tcntang kincrja infonnaal ten.tang klncrja 
b. J!lca ••~ ~laporan kine,ja bclum memberllam 

A/B/C A J.00 in!onnnsl ten.tong ldncrja 
c. Jil<a ocluruh pclaporllll klnerjn belwn memberlklln 
informnsi tentanP kineria 

g. Tenl11p111 slotem infonnui/melamlsmo lnformiu.l yo, Jikn tcrdnpnt upayo. ponlnglmtan knpooitao SDM yang 
Yn/Tidalc Ya l,00 klner!a mcnnn··-• nlruntnbUltao ldncrla - - -- -- -- 

h Unit kerja telah berupaya meningkatkan o. Jika oeluruh SDM pengelol11 akuntabllil._. kiticrja 
kaplll!ltas SDM yang tnenangnngi nkuntabilitaa kompeten 
klncrjli b. Jlke •cbog)an SDM pengtloltl Dkuntablllta!! klru:rja 

A/B/C A 1.00 kompeten 
c. Jika acluruh SDM pcngclola alruntabilitall kinerja 
belum ode vano k~--+en 

&. PBIIQUATAlf PElfQAWASAlf 750 7 IIO 100 00"!. ·- 
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- - - -·- - . ---- .-- -----.. - --· .. . - ' - . - -- - - - ... - - - --- - - - - 
PenLlatcm Bo bot· Peruelasan Pillhan ·Jawoban Nllai % Catatan/K"etaranga.n/Pen,Jelczsan. Jawa.&an~ . . . . . 

a. Telah dllakuksn public mmpaign tenlrulg a. Jika pubUc comp4lgi, tclah dilllkukan llllal"a berlaib 
pcngendaliml g1'lltlfi.lmal b. Jlkn public cwnpa.lgn dllalculcan lldak """"'"° berkoto. 

e, Jlkil belum dllalrukan public cmnp.-,lg11 A/D/C ,\ 1,00 

b, Pcngendnllan i;rntlfikaol telAh dllmplemenuwkan a. Jilm Unit Pengend4lilll\ Oro.tifak!Ul, pengendnlian 
BJ11tillluul tdahmcnjwl.l baglnn d.lri prosedur 
b. Jika. Unit Pcngendnlian OmtifilalJll, UP'l}'ll pengendaliao 
gralllikMI tclah mulal dllakUknn A/8/C/D A .1,00 
e, Jika tcloh membcntuk Unit Pengcndalitm Gmtili.ka.,sl 
tttapi belum tenlapat proscdur pengendali.an 
d. Jlka belum meinlllkl Unit ~n-dolian Cralifikasi 

u. Ponorap&11 Sbtcm l'c",IIIDdallai> lnton, 
Pomuilltah ISPJP) 1,50 l,IIO 100,00% 
a. Tel4h dlbangun ling)cungnn pcngendallan a. Jikn unit kcrjQ membo.ngun seluruh liDBJ<ung<>n 

pengend"1lan ae,iuoJ dmgan ynng ditei.apl<an ori;nnl&DSI 
danJugn mcmbuot lnovosl !erkalt Unglrungan 
pengcndollan yang ocsual dengw, knniktui,,tik unit kerja 
b. Jlka unit kerla membanoun aeluruh Un~~ 
pengendallan aesual dengnn ).mg ditetapkan org:u,lsnsl 
e, Jika unit kerja mcmbangun sebagjan beaor ilngkungon 
pcn~dnli4n •••uni dengan yang clitetapkan org:u,lsa.,i A/D/C/D/E A 1,00 d. Jlka unit kerja memhangun sebngian kccll lini;Jrungnn 
peogendalinn • ....,.,; dm(!Wt y,u,g dit,,tapkm, org;aoiam.i 
e. Jilm unit kerjo betum membangun lingkungnn 
pengend,,llan 

b, Telah dilalculam penilnlnn risilco ntos a. Jikn unll kcrja melalrukan penllalan riaOta a.tas aelurub 
pclaksaruu,n la:bijnlcnn pelak....,...,, kcbijakan •c.•ual drngan yang ditet&plmn ,_ - ~ai dnnj_uS" m•mbua_l!!lE!JIS.i.!~gan 

- ~~ - b. Jil<a unit kerja mcto.kukan pc,,Ualan miko al!U oeluruh 
pcltoksanoan kebijnknn acaual deogan yang ditetaplmn 
orcanisosl 
c. Jlka melmrulcon penilalru, rloilro 11183 acbagian beaar A/D/C/D/E A 1,00 
pel.nkson4an kcbijakan •••ual dcngon ynng dlletnpluin 
organlau.l 
d. Jlka. mc!akukan penilAlan rblko at.a& ••bag!an ~ell 

- -- . ---- -- pclnkan!UU>n kebijllkD.n seaual dcngon yw,g dltctapknn 
orgoniaalll 
e, Jtka unit ketjn belum md.ikukan penilalan rcslko 
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- - - - - - - . - - - - -- - . -- . - . - -· . --- ··- . - . - .. .. -- - .- - -- - ,-,1 - - - - ·-1 I - • - - -r 
fen!la.la.n '.so bot Pllifil:in· Jawaban . 

Ca.tatanfKe.ti;ran.ga.n/Pm!Jelasan ' .... PenJ~la.sa.n. l!ifai % " - -- 'Jawaban 
c, Tebh dilakuk.an keglatrui pengendnlian untuk a. Jika unit la!rja melakuk.m kcgia!lln pengendalian 

merntnimalloir rtsiko yang teleh dlidentif.iknsl untulc memlnilnal!sh' rcsllro sesual deng:,n ynng 
ditctapkan ori:llnl=I dllll juga mcmbtrtlt ln<IVll& terlmlt 
keglatan pen~dalinn untuk meminlmruislr reslk<> ynng 
sesual dengan knrolcteriatil< unit kcrja A/B/C A l,00 b. Jika unlt kerjn melelrukan keglntlln pengend11lilln 
untuk mcminfmallslr. reslko sesual dengan yang 
dltetapkan orgnnlsasi 
c, Jika unit kcrja belum melnkukmrkegi.nlan 
nen --dalian untuk mt:minimalisir resilro 

d. SPI ldah diinfonno.aiknn dart dikomunil<as!kan a. Jika SPI telah dlinfonnasikan clan dikamunikasikan 
kepada seluruh pihnk terkalt kepa,la. scluruh pihak terblt 

b. Jika Sl'f telah diinformllS!knn dan dilcomunikll3ilmn 
kepada aeb.aglan pibak tulmit A/B/C A 1,00 
c, Jika SPI belwn diin!ormaailcan dan dikomunlkaslkan 
kcpllda pihak tmm.it 

w. Pennduan l!l~t 150 ).50 100 00% , ~ ;::..bljatmn Pe-ngru!uw.1 .le~, a. Jll<a unn "'"Jli 111<:ngunplcmcn= seluruh 
dilinplementaaikan kcbijt&kan pengaduan masyarakat sesual dengan yang 

ditctApkan otganisa.t1I dan juga membuat inoves.i tcrkn.lt 
pengaduan nuuyaraka? yang seeuat d.eni;m karakt<ti3tik 
unltkcrja A/B/C A 1,.00 b. Jtka unit kerja telah men8implementasikan seluruh 
kebijakan pengeduan m11Syarakat sesual dengan y,mg 
ditetapknn organlaru,I 
c. Jilt.a uriit kerja bdum menglmplementaslkan kebijalam 
oenenduan masvaraknt 

b. oenuadwin m.u=-"~• dtindoklaniuti ·- -n-"uan ma.s.,,,Aht dilindaklanlutl YalT!dak Va l,00 
e, Tel.o.h dilalrulmn monitoring clan evnlunsl atas 11. ,mca penanganan pengaduan mnayuiilke.t dlmonlt.oring 

penanganan pengaduan masynmkat dan evaluaal secara bcrknla - b.~ penangamn-l>'c"gw!llll."l ~akllt <fimcnit,,rinz- -- 1lf:i.n.CVlUllll!l1-tctap, uaazsecara bul<IWl ~!"" - ---- 
c, jiJca penanganan pengaduan masynrakat belum di 
monito-'- - dan evalunsi 

d. Has!I cvalunsi llU!.ll penanganan pcngnduan a. Jilm acluruh basil cva\uui etnll penanganan 
tna.1yarokal te!ah ditindak!anjuti pengaduan telah dltlndaklanjuli oleh unit l<erja 

b. Jilca scbagian hru11l evalua31 ~ pcnani;mu,n A/B/C A 1.00 pensndu"-" telllh ditlndaldo.njutl oleh unit kerja 
-· - -- c, Jilta hllSil ewluasl ala.I penanganan pcngaduon bdum 

dltindaklanfutl 
IT. WhbU.·Blmm"n S11.SC.m 150 1 &O 10000% 

a. Whistle Blowing System. telah dJteropkan a. Jiko. unit kerja nu:ncrupk8.ll aeluruh l<ehljakan Whist!<, 
Blowing System &es1.1ai dengnn y.mg dittte.pkan or!)'lJJi&11Si 
den Jug,,. mernbuat incmtsi terlmit p<'lek,rnne an Whis!le 
Blowing System yang SC!!ual dcngan karaktcristik unit 
kcrjll A/B/C A 1,00 b. Jika. unlt kerja mencrsplaln kcbijaka.n Whis!ld BIDwing 
Sysll!rn acsuaJ dcncnn yang ditetapkan orcnru=I 
c, Jika unit kerj<1 belum mcner11pltan kebljlll<an Whtstle 
Blowing S!Jstem 
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1,00 A A/8/C 

d. Telab dilakukon C\'llluMi 111aa Penanganan 
Bentumn Kepentlngrui 

~ c. 1 rcnanga.na.u ..,~an -~wugan tc.an 
dlimplementa.sikan 

b. Penanganan Benturan K,epentingan telnh 
dbootalisaaikan/intemalisas! 

a. Telah terdapat idcntifikasl/pcmelarul bcnturan 
!u,pent!ngan da1<un tugaa filng,,t utamn 

Y. sa.a..aa---- S.nturau K-.eltHn- .. 

c. HaoU evaluaal atas pcnerapan Whistle Browing 
S!Jstcm telah dJliruleklanjuti 

a. Jil<a penerap,,n WltisrJ1t Blowing Syslem dimonitoring 
dan eva.lue.si acmra. berk.ola 
h, Jlka penm,pan Wh!sUe Blowing S)lmm dtmonitoring 
den tvlllu"4i lldak secara bcrltala 

b. Telah dllalru,kan .,,,a1uns1 atao pcnm1pan. 
Whl:,t/e Blowing Sys!t!m 

c, Jika peoerapan Whlode Blowing Sysrem belum d.i 
monltorina dan ~ului 
a. Jik.o. oduruh basil cvo!=I aw pweropen =& 
Blowing Sysrem tclah ditmdaklanjuli old> unit krrja 
b. Jika tebl!gjan hnsil evallllli alJ1s pentmpan Whistle 
Blowing Sysrem telah dilindaklanjuti oleh wiit kctja AJB/C A 1,00 
e, Jil<a bull C\'1luasi etae pei,erapan Whistle Blar.wtg 
Su,tem bdum ditiadaklmJjuti 

t 60 150 10000% 
a. Jika tenlapat ldentiflkasl/pem<la!ln benturon 
kepentingan pada aeluruh N!,U fungi! utamn 
b. Jilc4 tcrdaJ>lll ldrnti!ikul/pcm<la.m benturan 
la,pentlngnn tetapl pada aebagjan besar lUC"S fungsl 
Utama AIBICID A 1,00 -, 
= -- ..-- ...... .....-... ___ ~-- 
kepentingan tetapl pada ""~ kedl ~ fungsl 
utama. 
d. Jika bclum kt'dapat i<l=>-i/pcmc:taan l>onturan 
ke-tin-- dal,un tumi.~ funasiutama 
a, Jilm. penanganan Benturan Kq,entingan 
disosialiaaiknn/dllnte~an ke ecluruh lay.man 
b, Jika peru,nganan J3enturan Kq,cntlngan 
disoola!Jasiknn/dllnternalls,wkan kc oebnglan besar 
Llynnan 

A{B/C/D A 1,00 c, Jikll pcnanganan Bcnturan K<pentlngnn 
~illllaslkan/dlintemalbasllcan kc oebagien kcdl 
layru,an 
d. Jilcu penanganan Benturan Kepentingan belum 
di~ldllntcm"1isuilain·ke;,duruh la-""" 
n...iJJ<a p<nangaru>n B<nturnn Klepcntlng,m . 
cliiinplementasikan kc oe!uruh Lnyarum 

lb. Jika peruingannn Benturan K.epcnt!ngan 
dllmplcme:ntaslkan ke oebngjan besar layanon 

A/B/C/D A 1,00 c, Jlka penanganan Benturan Kepenlillgan 
diimplemenwlkan l<e ocbag!an kecil lo.yaru,t1 
d. Jik.o. penang:,nan Donturnn Kepcntingnn bclun> 
dllmnlemenlasDcan la: seluruh lnvnn•n 
L Jike penangansn Benturan leepentingan dkmlue.,,I 
•= berkala oleh unit l<tija 
b. Jikn pcnangawm Bcn!Umtl Kepentins,,n dleYalua.; A/B/C A 1,00 tetapi tidak itcam berkata o[2h unit kcrja 
c. Jlka penaoi;anan Denturan Kq,entingan belum 
.ai.-..,.1 ... _. _ ...... ··-.ti. tr.-1 ... 

- - - • • " - • - ,. • ,,----- - - ~ r - '. -· • ' ~ - • - ~- • ·, - c - - --- - ptl.Ur.an, - -- - ~ ;& ... ,, • ;:i ~""'' I ., - - - - - -4 · - - • • - · :· -- • --- .. "I~ - 

Penilalan , Bobot ' , • I PenjeCa.imn • .. ··"-'--- Ja~. Nllat % Catata.r}/Ket.erangrl:!'(PenJelasCU1. 
... • t :1' • c. ""~ C' ~ .c Ii 
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--- - - ___ ___,_ ..... --- ~ ---·-· -·- --.--i-- - - - -- ·--. "Peiy:lasan·:-·. - ·-;--fiiihan ~ J ·-·;·it--:;~~·. ---- - -, -~- -- cc- -~--1 - ------~-- . Peni!a.ian . 
%· ~t.ata.n/Keterangan/l'ettfelas"an. . 

' \ ·Bo~t 
(• .. ' · : , ' , , Jai.uaban , • · • . . - e, H4all cvalww ams Pcnanganan Bcnturan a. Jikn eeluruh haoll evaluasl at1u1 Penanganen SenlUfan 

Kep,,ntingan tdeh ditlndaldanjud Kepentlngan tclah dltindaklanjutl olch unit kt:rja 
b. Jikn •cbaghu, hruil cvalwul nl!ll l'fflen£8ll!UI B!ntutan 
K.ep!ntlngan telah dltfndnklanjutf oJch unlt lmj11 

A/B/C A 1.00 c, Jlka belurn ruin hull cvaluoal ata. Pcnangann.n 
B<nturan Kepcntingan yang dltlndalwinjuti unlt kerja 

6, PEIIIl'IOJU.'l'Mf KVAUTAII PBLAYAl'IAII PUJIUK BOO BOO 10000% 
L Stuula.r - ·--·- 100 1 00 10000% 

a. T.erdapat b:bijakan stiu,d.ar pclayanen a. Tud.e.pat peaetapan St.nndar Peln,ynnan !erhodap 
selunlbjenla pdayanen, dan flC•uoi.....,. serta komponen 
•tand.ar pdaynnan publik yang berlaku 
b, Terda(lat pen"11!.pn.n Star.dar Pelaynnnn terhadnp 
sebag[anjenls pelD)"anan, dan aesual asas sorta 
komponen atondnr pelayannn publlk yang berWcu 
c, Ttrdnpat penetnpD.!l Standnr Pcleyaru,n t.:rhodsp 
1elurubjenl1 pdayaru,n, nomun Ilda.le acsual a,11111 oe,tu A/B/C/D/E A 1,00 
komponen atandar pelnyanan publllc yang berlaltu 
d. Terdnpat penetlpan Star.dill' Pctas,uu,n terhadap 
3c1.H1&an.JCIU:s pelayanan, narnun ua~ ~•ue.J ~ sens. 
komponen alandM pelayanan publikya,,g berlaku 
e, Smndu Pebiys.nen bd\1'11 ditempk.on 

b. Stsudar pc!ay,,nan telah dlmaldwnatknu a. Stsndar pelaynnan telah <lln,"1<lumo.tkau pado. ocluruh 
~enlo pelaynnan dan dlpubliJ<o.slkan di website dan medla 
lalmiya 
b. Srande.r pewyanan tdBh dlmaklumatk.on pada ..,boglo.n 
beaar Jen!• pelaynnan den dlpubllkaailmn mlnlmnl dl 
wcbaite A/B/C/D A 1,00 
c, Standar pelayanan telnb dlmakluraotkan pada acbaau,n 
l«al Jeni• pelnyanan dan bclum dlpubllkaolklln 
d. Standar pelayanan belum dlmaklumatknn pado 
scl:lruh,jcma pciayJUl.lUldan belum dip,1blik,,1ikan 

- - - 
c, Dllakukan reviu clan perbaikan otas staridar a. Dililkukitn revlu dan perbalkan atas staruler pelayanan 

pelayanan dan dilalrukan dengan me!Jbatlcan stakeholders (antara 
lain: tolcoh m(Ulyarakat, o.tademfgl, dunia uaoba, dan 
lcmbagB awru!Aya ma.oyarakatl, •erto. m=-nf=tl<on 
mmrukan ha.il SKM dan p,ngu.duan maoyarakat 
b. Dilt1kukan reviu dan perbalkan eblo atandar p~ 
dan dUokukan dcngan memanraatlmn mnirukan haaU - ~~-- - - SKI! da<> pcngaduan maayamk.at, namUn w.pa 

A/D/C/D melibatkan atob:holdcra A l,00 

e, Oila.kul<Ml rcvlu den petlialkan aw otandar pelayanan, 
nnmun di1alrulmn tanpu m,,mnnfao.tlmn m.o&ulaut hnotl 
SKM cian pengaduan masyaraknt, serti>. tanpa m<libatk.an 
etakcholdens 
d • .Berum dilakuk&n reviu clan perbaikan ntas etarular 
pel.oyana.o 

d. telah melnlruklm publikoal ataa otandar ya,td.h melakukan publiwl atail tandar pcray.,,an dnn Ya/Tidal< Ya S.00 -1-~ ..... ,.,. .. -q,1..11- •• ,., .. ,- ...... ,.... .... t •• ,.... •• _,_ ........... 
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1,00 A/B/C/D 

diteiaplmn aecare, nitin/bod,elan]iitan 
b. Tclnh tc,dapilt kcbijakan pc,nbcrlM penghargaan dan 
:sanksi Y""8 mJnimal r:nemenuhi uosur pcnllalan: dlolplin, 
Jdnerja, dan basil pcnllalan. penggunn lnyanan, namun 
belum dlten>pkan secsra ruUn/bcrkelan)utan 
e, Telah tenlapat k<:bljakmi pemberian pcngharge.on dnn 
aankai, nam:un belum memenuhi unsur penilalan m.ln.lmaJ 
: dlalpUo, ldnerja, <Ian luioll penllalnn penggwu, layanan 
d. 13<1um terdapat l«bijokan pcmberilUl pcnghargnan den 
oankol 

a, Ttlah twiapat kcbljal<an pembcrian pcnghargnnn dan 
annk•i yang IWlllmol memcnuhi unsur pcnilaian: dialplin. 

11.:.:;.--:A -.J=-t1,n•n-n19ni1iaTJi"n ' - -.t..:=- .. ~·u,\..- 

c. Tciah terdapnt alstcm pcmbcruin pcnghnrgaan 
drui aankal ba&I pctuga.o pcmbcri pclayanan 

l,00 A AfBfC/D 

a. Seluruh lnformnsl tcntang pelayanan dapat dlakses 
seam, online (wcb•lle/mcdla oo,lalj dan tcrhubung 
dengan slat.em infurmw,i pelaynnan publik nnslonnl 
b. Selurub lnfonnaai tenrang pclayanan depat dimes 
oe,:ara onll~ lwobsite/r:ncdl4 ""sial), namun bclum 
tcrbubung dcll&llJI elstern !nformasi pclayanan pubiik 
nnalonal 
e, Seluruh [nformasi tm!D.ng pelnyannn belum online, 
hanya dapat dlnkaeo di tempo.I laynnan llnunnet don non 
clektronlkj 
d. lnformaai tenlan• n"1nvanon aullt dfakoCII 

b. tnformasi tentang pclayanen mudah dlakus 
melalui bcrbagal modla 

mrn'lilild 'lmrn-'•nei a~auai kcbutuhe.n lcnia la ........ an 

A 1.00 

A 

A/B/C/D/E 

a. Tdeb dilo.kul<an pdatihan/aosialloaai pcJ.nyanan primo 
aecarn berkclonjutan dan terjadW111, achlngga 1eluruh 
pttugas/pclakaana tayanan mcmillkl kompctert,i sesual 
keblltuhnnjoen!o Lo.ynnnn acrtn telah d4n terdopat moncv 
ynng mcllhat kemampunn/~pan petugn,/pel4kuan4 
layanlll\ 
b. Tclah dilakukan pelatihan/aosi.oJlsasl pelayanan prima, 
dan 1cluruh pctugas/pciakaana layanan memilikl 
kompctensi Beaualla:butuhen Jenis Jayanan 
c. Telah dilakukan pelatlhan/ aosuilisasi pelayanan prima, 
a1can te_tapl baru sebaginn besar petugas/ pelaksana 
layiman me,nllild l<ompetensi aesual lu:butuhnnjenis 
layanan 
d. Telah diWrukan pclatihM/8""i:lll9"8! pclc,yanan j>tlma 
namun •caua torbntao, aehlngga honyn acboglan lcecil 
petug.:,,,/pclnka"""' Jnyannn yang memllikl lrompetensi 
oeaual kcbutuhan Jeni• lay,u,an 
e, Bel.um dilalrukan pelatihan/aosiollsul pelayanan 
lnri-· dan IWUIUli ""tu•ll!l '-W<aann •··-~an belum 

a. Tclah dllakuknn berbagal upaya peningk.o.tan 
kemampunn dan/ntau knrnpetenal tentang 
penerapan budaya pelayanan prima 

- • -- - • • .. • - - C • • - - T ,. • "I<" - - 1 • , - 1 - • - • - > - r - < • - - i'- • • r' - - - --rr - -- 

P' 
1 

11 I ~ "' '> L Plllhan "'i J "' " • . • i . ' ~enllaian ~ • t Bob~; .' ,l Penjefasan • ~cuuaban [Jawaban •. Nllai : , % , ; Ca~~eurang,u~e'\(ela.san ·-·1!1~111EJ11---------~Em31--------- 
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~ .. - .. 
Plllho.n 

: PonUaian Bo bot " Pf!Tl}ela.'san Jawabcin Jawaban Nllal %' Catatan/Keutrangan/PonJolasan 
d. Tclah terdapat aiatem pemberian kompcruwo! a. Tclah terdapnl 11Jtcm pcmberiAn kompen1nal blla 

la:padll pencrim& la,Ybnml bll4 luy= lldok h•yan,m lldak ocaual alandor bag! pcnerlma layanan dl 
aeaUD.l 1tnndar 1Clunlh jcnla layannn 

b. Telah terdnpal ol1tcm pemberinn kompcma,,l bila 
lnyan.,.n tldak eeeual atandar bag! pcnerima !aynnan dl 
ocbagian besor jcnl1 layanan A/BfCfD A l.00 
c. Tclnh terdnpat ai1tcm pcmbcrinn kornpensaal blla. 
Jayanan tldak ,csual atandnr bag! penerirna !ayanan di 
scbagian kcd!Jcnis 111,Yanan 
d. Bclum tcrdllJ)at obtcm ~mberum lmmpenoasl bil.o. 
la=~an tidal< ocsuo.l atondor 

c. Terdnpal anrona !aye.nan terpaduftcrinlcgrnol a. Jlka seluruh pclnyanan 1udoh d!tnl<ukan ottara 
te:padu/tcrintci;rll41 
b. Jlka acbagian bc'41' pelo.Yllfllll\ audmh dUakukan accara 
tcrpodu/tcrlntcgrua! A/8/C/0 A l,00 
e, Jilai aebagl4n kccll ptlaynnan audmh dOnkukan seeera 
terp:ma/tt1b1ttg1msl 
d. Jikn tidok ada pcll1,YBJUUI ynng dllakukan uecma 
tereadu ltcrinle= •i 

r. Terdapal lnavasi pclayruian a. Jika unll kerja telah memllikl lnovasl pclayanan yang 
berbcda dengan unlt kerja lain dan mendckatlcan 
pclayanan ru,ngan maoyarakat aena telah dlrtpl!ku[ 
b, Jlka unlt kcrja lclilh mcmillld lnavnal pclnyanan yang 
bcrbec!B dcngnn unll kcrja l4ln dan mcndckAtl<on 
pcl4yannn dengan mn•yo,ulait 
c, Jikn unit kcrja mcmWld lnovao! yang mcrupalcan A/B/C/D/E A l,DO 
r,:pl!kaal dan pcnsembnnson dtu-f lnovul yang audmh e.d4 
d. Ji)ca unlt ktrja tclnh mcm!lild lnovnsl akan tctapl 
merupakan pclakaannan loovaal dar] !notanal pcmerlntah 
e, Jil<s. unit kcrja bclum men,Wkl !navasl pclayanan 

----- 
w. Pe,ialola.lJI Pa"~"uan 1.00 1 DO 10000% 

a. Terdapat media pengaduan dnn konou!ranl a. Tcnlapat medla l<on,ulwl dR11 pcngnduan secara 
pclayanan yang terintegJaS! dtngan SP4N·L•porf ollline dan onlinc, tcnedJa pctugas khusuo yang 

meno.nganl, dan tcrlntcgraal dcngan SP4N-LAl'ORJ 
b. Tcrdnpat media konoulwl da.n pcnf;l\duan ocean, 

---- - ollllne dan anlinc, lcrncdJa petugao l<huouo yang 
mena,,ganl namun belum terlnlcgrasl dcngan. SP4N- - - -· 
LAPORl A/B/C/D/E A 1,DO 
e, Tcrdapat media koneulteni dan pcngndunn eecsra 
ofiline dt1n onlinc, nrunun b<lun, tencdla petug= khuau• 
yang mcnanganl 
d. Kanya terd"!"'I media. konoulms.l dan pengadwm 
oecarac>fll.in.c 
e. "ndnk terda"at media konoultaai don eenzaduen 
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.. - - .. - - : . I . I Pilihan . Penilaian Bo bot fCf\Jafasan JC1woban 
,Jawaban N~lal I % Cdtatan/Keterangan/Pe,vela.scin 

I . , . . . ' . 
b. Tl,rdnpat unit yang mcngelola pengndunn dnn a. Tcrdapat unit pcngelola khuaua untuk konoulta!II clan 

konoultml pel~ pe,,goduan, aerta aurnt pcnuguru, pengelola Sl"'IN- 
LAPORI di l<Yel unit k.erjQ 
b. Terdnpat SK pengelola SP4N·LAPORI di I~ ln1tan1i 
dan/atau irurat pcnugo.aru, peng,:lola SP4N-LAPORI di 
level unit kerja, namun unit pcngdola khusue untuk A/B/C A J,00 koneultooi dan peogaduon bclum ada. 
e, Belum tetdapat uni\ pengclola khusua uotuk lamaultui 
dan pengaduan, oert11 belwn terdapat SK pcngclola SP4N- 
I.APORl di leveUnotansl dnn/11tau sumt penugasan 
pmgelola SP4N-LAPORJ di level unit ktrja 

e, Telah dil.o.lrukan evalua&I alas penangannn o. Evaluul ow pcnongaru,n keluhan/masulmn dan 
kcluhan/nw,ukan clan konsult1>&! kon.oultul dilnkul<.o.n ocean,. berlcolil 

b. Evalua.s! nw pmongonan kcluhnn/masukan dan A/B/C A J.00 konsultnsl dllnlcukAn tldalc berlcala 
c....Bct11m di1olmknn O'Nu.a,.u,CUAllPO."' ... 
kelubM fmuuknn dill! konsulta.ei 

Iv. J'lluttalul 1<8t>- tdhad.llO J'.1.AWIIJ1&b 100 l 00 100,00% 
P. Tcloh dOakukan •llr"O)' kepuasrui muyamkal a. Survd kepull!l1111 rnaayatnkat terhwlap pclayanan 

terlmdiip pei.a)'mum dilakukan minimal 4 kall dalaJn aetahun 
b. Sund la:puasllll masyamlcAt terhodap ptlayanan 
dilakukan mlnlmnl 3 lmll d.alam ael.ohun 
c, Swvel kepu'1San nmaynmk1.1 terhadap pelayunan A/D/C/0/E A J.00 dllakul<an minimal :2 kall dalam setnhun 
d. Sun,cl npuaalln mnayorokat terb.ndop pelaynnan 
dllnkukan mlnimlll 1 knll dalnm 1etahun 
e, .llelum dilalruknn survcl kepuosnn =~yarnk.nt terbJld.np 
pel.ovnnan 

b. Haall aurvd k<puasan masyarokat dapot dlnkaea &. Hasll eurvel kepu""'111 ouuyamka.t dapnt diakse• aecaro 
~··'- '!.n!Jn!<.(11!:!'b•~. medJD. sos!.o.l, dll) dan of!llne 

~~I~- ·,or ·- secere oflllne di tempat l11yannn - - 

e, Hasll survel keounson mA=rnkat tldak dloublikasl 
c, Oilnkukan tindak lanjul alas basil aurvcl a. Jil<a dllakuloin tlndnk lanjut 11tn• oeluruh basil 5Ul"Vd 

kepuasan lllllB)'atDkat kepuaean mmayo.raknt 
b, JikQ diJakul<an Undak la.njut nw oebng!an beaar b.naJl 
aund kcpuaoan masyarllkat A/D/C/0 A J.00 c, Jil<a dillllrukan Urufo lanJu1 nw 1ebaglan kedl has!! ------- - l!UtYd kepw.snn muynrni<At --- -------- 
d. Jlka bclum dilakukan tlndak lanjut aw hasil survd 
keDU0.5,13n ma•varo.knt 

v, Pomanfut&m Tdnolod IDformanl 1 00 l 00 10000% 
a. Telah menerapl<an td<riologl lnformaal di114Jri a. Terdapat pclayanan yang menggunakan leknologj 

111cm~ pw,.y:,n.an in!onna,I pada scluruh proses pembetian layanan 
b. Terdapat pclayannn ynng menggunalmn teknologj 
lnformasl pnda sebagian besar proses pemberisn layarmn 
c, Terdapat pcl•Yll!l•n yt>ng menggunokan teknologi A/B/C/D A 1,00 lnfo,..,,,.._.I pado •ebaglnn kedl proses pembcrlnn lay= 
d. Terdnpnt pcll\)'nno.n yang bclum menggunnkan 
teknologl lnCormo.sl padn proses ptmberlo.n pelayanan 

\ 
r 
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c. Tclnh membangun database pel.o.ynnan yang YaJllal tela membangun database pel.o.ynnan ynng Yo./Tidllk Ya terlnte • tertnee •f 
1.00 

b. Tclah dllakukan pcrbailmn sccara ttrus menerus a, Pttbllikan dilolrulcan tlCCMB terus-menerus 
b. Perbalkan dilakuknn tldak eecera terua mmeruo A/8/C I\ l,00 
c, Belum dilakukan erbalknn 

D. REFORM 30;00 3000 10000% 
l, MANAJEIIEN PERUBAHA!f 400 400 10000% 

I. Hcimitmcn dalam 11111bahan. 200 200 10000% 
il. Agen perubahan telah membuat perubahan yang Miaalkan dengan kebijakan 1 Agen I Perubahan 

konknt di Jnotlmsl (dalmn 1 tahun) ~rocnta:ic dipcroleh dari Jumlah Perubahan yang dibuat % 100,00% 1,00 
den an Jumlah en Perubaho.n 

Jumlah 2 
Jumlnh 2 

% 100,00% 1.00 

Jumlah 

Jumlnh 
Ii. Komltmea Pim !nan 100 1 00 100 00% 

-· Pimp!nan 111emilikl komitmen terlllldsp a. Target capairul zona integritas sudah ada di dokumcn 
pelaksanaan reformru:i birokrasi, dengan adi:,nya perencanaan unit kerja clan aebagian besar (diatas 80"k) 
target capaian re!onn8$1 yangjcm d.i dokumen sudah tercapai 
perencanaaa b. Target capalan zona lntegritas sudeh ad.l dl dolrumen 

perencanaen unlt kerja dan scbagian (diatss 5-0%1 sudah 
t=pal 
c, Target capalan zona !ntcgrita• oudab ada di dokwnen A{B/C/D/F:. A 1,00 perrn=n unit ketjn dan oebuginn kecil fdibo.wah 50%) 
oudeh tercapal 
d. Target capalan zoan intcgriwsaudah ada dl dokwnen 
pereacanaan unit kcrja, namun belum ada yang tcrcapal 
(inaalh dslam tahep pcrnbangullatlj - - - c~11dalei>.da"llir ef'"ca l!.lm,·,ona·1n1e 

100 100 10000% 
- lnstansl membangun budayn kerja pooitif dan a. Budaya kerja dan ailai-nllai'organlsasi telab 

tnenem~kan nllnl·nilal organJsa3i dalarn dlntemali31cl ke seluruh onggotn organteasl, dan 
1>CJ.eksanQlln tugns sehari-harl peneropnnnyn dituan&l<An dahrn stondru' opel"ll31QJlDJ 

pelaluanaan keglatnn/ rugrus . 
b, Budayn kerja do.n nilel-nllal organisasl !elnh 
dlnternallsnsl la, seluruh ongsota Ofll1UU"""l, nnmun 
belum dl.tuongkan dallllil stmuinr operaslonnl A/B/C/0 A 1,00 
pelaksansen · kei;latan/tuga.s 
e. 13udeya kcrja do.n ailai-nilo.l organlaasl tclah disumrl; 
nrunun bclum dlnternallsasi Ire scluruh anggota 
organi!lasi 
d. Belum mcnyusun budayn kerja dan nilal-nilai 
0 lsasf 

::a. P!NATAAN TATALAK8JU'JA 3 !50 3 50 100 00% 

•• Peta l'za1ca Dhnlll ll•m • 0 50 0110 lDD 00% 
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,, -- 7' - . 
Pillhan 

... 
Penlµilan ,Bobot "Pffl,jelas~, Jawaban Nlla,i. % N Catatan/KStJmulgfffl/PenJeld.scin. 

! ' JCl.ll?fUHlll 
b. Tronafannasi digital prula bidnng odmlnlstrasl a. Ktltcria huruf b tclah tc:pcnuhJ dan pencrapan a tau 

pcmcrinlnhon teltlh matnpu membcrlkan nllo.i pensgu= darl lllllllWll/dwnpDlc dtiri tnuufonxual 
manfaa.t bag! unit Jcerja ..,cara optimal cil8itol pada bidong edm.ltllstrnsl p,,mcrlntahon bagi unit 

k,rja. tclah dit,,Jrukan .-olldaal dan cvnlu.ul acrtll. 
d.ltindnklanjutl secara bedcclanjutan 
b, Kritcrla hun,(c "'1ah urpenuhl den manfaat/dampalc 
dari tronarormasi digital pads bldang e.dminlstrasl 
pemerintehe.n te1ah ditcrapkan/digunakan oleh unit kl:rja 
seaual dengan aa.,amo dan target man!aat/dampak: 
e. Kntcrla huruf d tdah ~q,enuhl dan man!aat/c!anipak 
dari transformasi· digital pada b!dnng ndmln11tr113[ 
pemerintahan tdah m.ampu dkcallsasllmn p.ada unlt kcrja A/B/C/D/E A 1,00 
seaual dengan sasaran dan wget man!11at/dlln>pnk 
d. Kritcria burut e t,,!llh tcrpcnuhJ dan kapabllita.o 
p:aldtoan don peticwn tcrhndap oaauun dan ta:got 
man!aat/donipak dari tnuufonnasl dlgitnl pada bldang 

-~ 

e. Siisamn don~ manfaot/dampak dari tran&farmaal 
dii!ital pada bldang adminiolralll pe,nerlntahan tclah 
direncanakan, diddlmslkan, dan dit.tapkan 

c. Trnns!onnasl digital padn bldang peJayonnn a. Kritcrla burutb tclah tcrpmuhJ dan penerapan a.mu 
publik telnb montpu mcmbcriknn ni!lll mo.nfant ~ da.ri rn.anfaat/d.ampak d<Ui lro.naformaal 
bngi unlt kcrja secam optimal digital pada bldang pelayanan publlk bagl Unit kerja telah 

dllalrukan valldosl dan evaluasl acrta dltlndDJ<lanjuti 
secarn btrkt:lanjutan 
b. Krit,,ria huruf c tielah terpenuhi clan ma.nfeo.t/dnmpak 

1- darl tm=!orm:mi<fit;ital-peda bidang pcla,-.n publik- 
- - tela!J dllCrapkan/d~ olch unit kt:lja oeoual dmgan - 

sasaran dan target rnanfaat/ dampak 
c, Kriteria huru! d lrlah tcrpcnuhi dllll manfaat/dampak 
darl tran&formaal digital pada bidang pelayanan publik A/B/C/D/E A l.OQ 
tdab mampu dlrcalisamkan pada unlt kcrja scsual 
densrunaaaran don w,g,,t manCaat/dampak 
d. Kritcrin huruf e tcJah tcrpenuhl do.n kapabilito.s 

- - - ptnlc!r1laJt dan pel4alk.an krho..dap DIWll'llll dan tnrset 
r.nnnfa.o.t/dnmpak da,itranafarma.sl digital pada bidang 
peloynnan publik 
e. Sa.saran dan target manf&llt/dampak dari tro.mfonnasl 
dlgi!al pada bidang pclayanan publik telah dlrcncanalcan, 
dlddini•ilmn. dan dttB.a.pkan 

3. PENATAAN StSTEM MARAJEMEYI BDM APARATUR 500 500 100 DCI% 
I. Klnerta lndl•ldu 1 l!O I 50 10000"k 

n Ukuran ldru,rj.n lndMdu lelllb b,:rorle11tasl basil a. Scluruh ukuran kincrja Jndlvidu tc!ah bcroricntasl basil 
(outcome) 11esulll pada l~lnya (""l<O"'e) 1esuai pads kvclnya 

b. Scbaglnn ulruran ·klncrjn Jndlvldu tclnh bcrorientas! A/D/C A 1.l)O 
basil (autcomeJ scauai padn levelnya 
c. TicWc ada u!rumn kincrja individu yang bcroricntul 
has:l f O ~l<>olru, l 

I 
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Pentfalan· Bo bot . Pfnllekuan Pilihan Jawaban Nllai % CatatanJil"eterang~elascm " , 0 Jawciban. ·-·Ill~~-------~~------ a He,n uscmenttcle.h dijftdlknn pcrtlmblmgan a. Scluruh luull asses.oment dljadikan daser muta,u 
untuk mutnsl clan pengcmbo.ncan ko.rir pcgawal Internal dan pengembongan kompctcnal pegawai 

b. Haall a.,scssmcnl belum ocluruhnya dijadlknn muta.sl 
Internal dan pengernbangnn kampetensl pcgnwal A/B/C A 1,00 
e, lfuall asseumen.t b(:lum dljadU= dosnr mutasl 
Intern.al dan pcnc,,mbllDgan kompctensl pcgawal 

w. Palu•_.... Dlafplln Pco.wd 200 :.I 00 100 00% 
n Penurunan pelanggamn dblplin pegnwai Persentase pernurunan pclnnggnrnn dl,lplin pegawnl 

dlpcro\eh darl Jumlah pelru!ggaran tahun sebclunmya % 100,ocm 1,00 
dikurangi Jumlah pclanggm-'111 tahun lnl Jwnudian dibai;I 
denean Jumlnh pe!nnooaran tllhun sebelumnva 

• Jumlo.h eelcneearaa ta.hun eebelumnva Jumlah 1 
-Jumloh nclon=mn tahun In! Jwnle.h 0 
• Jumlah pclangguan yeng telah dlberilmn Jumlnh 1 
sanklll /hokumon 

4. PEll'GUATAR AKVl'ITAll1L1TAII 11nn soo 
J. Hmln•htt,,ra cao&lan klnerta obit lterla 2.00 :.I IN) 100 OO')I, 

Penet11•~~-l001'-cto ,.~ - ... P.r:ecoteM-41 
leblh tercapal 100% at.au lcblh dlb11£1 denganJum!ah Sasar;n % 100,00% 1,00 

Klneria 
- fn'ffll11h sasaran KineriA Jurnlnh I 
- Jumlah Sasaran Kineija yang !ere.opal 100% Jwnlah l Ill.au lcblb 

u. Pemb•rlan R<noaP'd alld J'wd•hm•rtt l 50 l l50 100 00% 
- llnsil C4palan/ Monitoring Pcrjnnjlan Klnerjn a, Sdurub cnpalrul klncrja. (Pcrjonjlon Klnerjn) ooerupolcnn 

lclah dijodllmn dCJ1er scb,,g31 pemberian reward unaur dalarn pembertan reward and punishmenl 
nnd punlahmcnt bngl orgnnl10,J b. Scbng!a.n br04I' C1>polnn KJncrj4 (\ebih dod 50\1, 

Perjnnjian klncrjo.) merupnkan unsur dalam pcmbcnan 
rewt>rd and punlshm.tnt 
e, Seba.glan 11:edl Cnpnlnn Kmcrja (kureng dari 50% A/B/C/D A 1,00 
Perjanjian kittrjaj mcrupolmn unour dalrun ptmbman - - ---- """""1 and pcmishmffl! 

-- cl. capa1an l(lnerja (PCIJru\Jl<ll\ ldner]3l belum menJadi . - - - - 
unsur dala.m pemberian ~ and punishm,mt 

ill. Ker&D•,,_ Lnft. K.l.bula 1 !50, 1 l50 100 00% 
- Apllkah terdapat pcnjenjangan l<lnerja e.. tcrdapat Kcranglut Logls klnerjayang mcngacu psda 

((Kenngka Logi,, Kincrja) yang mensiicu pnda ldncrjo ut.ama organJ,.,,.J don dlgunalcan dalam 
klnerjn ulalll11 orgnnlsa,l dan dijndilmn dnlnm pcl\)obllmll kJnerja selurub pcgnwlll 

- - penentuan kincrja seluruh pegawai? b. terdapal Kennga Lop, kincrjo )'IUlg == pndA - - - -- - - - - 
klnerj:i utwna org=loasl nrunun bclum dlgunaknn dolam A/B/C/D A 1,00 penjabaran kinerja acluruh pcgawal 
e, Kcrangka Logia klnerjn odn nnmun belum meagacu 
pada kinerja utama orcanisasl den belum digunakan 
dalam pcnjaba.ran kmerja sclwuh pegewai 
d. Ker·--~ '--'· kinerin belwn ada 

5. PZIJIIOUATA11 PEJl'GAWAILUI' 7 ISO 7 l50 100 00% ,. l!eb!IJama l'el1ft!Dd&liul 2 ISO 3 50 100 oo,i, 
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1.00 A 

a, Tcrdapat pengendalian nktivilas utama organlsasl yang 
ter&i1tcm mulal dari percncanann, pcnlla!Dn ri1iko, 
pelolcnnann, monltorlng. dan pclaponm nieh pcrumggung 
jowab a.ktlv!W acru, plmplnan unit kcrja dnn teleh 
monghuaU1"'n pcnlng)cnl4n ldncrjo, mekanl•c kcrja baru 
yang lebih i,fckllf, eflefen, dnn tcrkcndall 
b. Terdapat pengcndalian aktlvitas utama organisaal yang 
tetalstcm mulal dari peroncanaan, pcnllaian risiko, 
pelaksanaan, monitoring. dan pdaponm oloh pen·o.nggung 
jawab aktivitM serta pimpinan unit la:rja namun bclum 
bcrdampak pada pcning]cntan klncrja unit kcrja A/B/CJD/E 
c.Terdnpa! pcngendalian Bktlvitas utama organloa.ol yang 
terststem mulafdarl pcrcncanaan, pcnllalan risiko, 
peloksanaan, monitoring, dan pelapornn oleh perumggung 
Jnwab nktlvitaa 
d. Terdapa.t pcngcndallan akt!vitas utama erganlsas! tetap] 
tldak tereletem 

• Tclah dUakukan mekanbme pengendal.lan 
nktiviw eecara berjonjnng 

e, 'lldo.k terdapat pengendollon ntn.l Gktmta• utamu. 
organlslisi 

u, p,,.,..,,~.,.n P--"uan H·---t 300' % 300 10000% 
- Persenteee penanganan pengaduan maayaralmt Penilalru1 lni menghitung r...U.aai penanganan pengadunn % 100,00% 1,00 

masvaraka! vtana harus dieelr..:,nlkan 
- Jumlah pengaduan rnosyi,rnl<D.t ynng harua Jumlah 1 
ditindaklaniutl 
- Jum!Bh pcngadU4JI mnaynraknt yllllg sedang Jumlah I 
d!nm..,& 
- Juml.clh pengn,duan rnnsynrnka.t ynng ,clesal Jumlah I 
dltlnd41danlutl w. PeilYHD .. alan La11Dn.n Hut& KebYIUID 200 "Ii, 200 10000% 

L PlflYllmpoi•• ~r>oHma 11:,bya .. P•i•bat Nopro (Ull[PN] 
i:M' ~.m . 

- . 
• Persentase penyiunpaian UIKPN Kl!wajiban Peilyclcnggam Negara untuk mclaporlam harta 

kekaynan dlatur clalwn: 
1. Undang-Und!ll'lg No. 28 l'llhun 1999 
2. Undang-Undnng No. 30 Tahun 2002 
3. Undang-UndangNo. lOToJ,un 2015 % 100,00% 1,00 
4. Pcraturan KornJal Pembcrantaaan Korupsl No. 07 

- Talwn.:2016 - - . - --- 
5. Instruksl Prcslden No. 5 Tahun 2004 
6. SE MenPANRB No, SE/03 i M.PAN /0 l /2005 

• Jum!Alt van~ harus melaeorkan Jumlah 3 00 
- K-••• saruan kcna Jumlah 100 
• Pejabat yang diwajibklln menya,npailaln Jumla.b 1.00 UIKPN 
- Lalnnva Jumlah l 00 

• Jumlo.h vane sudah mc••~knn Juml:ih 3 00 
PenJ1UDpaJ11.n Z.,,poron Barta Kebyun Apuatur 1,00 1,00 
Slpll Repn (LHKASNJ 

• ' ' ~J· - . --A - • - • • ' .- • • • - • ·- - Piitho.ii • - •. - - - •• . - . ' -- - 
• Pen.llaian Bob~t Pet\f~wan , Jawaban J~ NUai % ~ta~eterarigan/Psr,1/ela.sc:m 

\ 
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- - -- - ---- "'T -01 _, -- - - .,,. - - - - ·- --· -- - - . ~ - - - -· PtiiJian~ - - - . -- 
3 

- .- - • - -- 
" .. '• 

Penllaian i, , Bobot PenJc'lasan Jewxtban NUal % Catcztan;Ketcrrcmga.n/Peroelascm . .. .,:ciwaba.tt " - ·- 
- Persentase penyam~an LHKASN PenyampaJan LHKASN dlatur dalam: 

l. Undong-Undru,g No. 28 Tabun l 999 
2. Undang·Uodang No. 30 Tohun 2002 % 100,00% 1,00 
3. Undang-Undang No. lOTahun 2015 
4. Sf: MonPANRB No. 1 Tllhun 2015 

• Jumlah yang harus melaperksn (ASN tldek wajib Jumlah 3,00 
LHKPN\ 
- P<-fmbat ruimini,tratcr fo•elon Im .lurnlah 100 
• Pelabat Penawaa re se !on IVl Jumlah 100 
- Jumlnh Funasicnal dan Pelak,o.na Jwnlllh 100 

• Jumleh =M audeh melaperkar; JumWi 3 00 
6, PE?fll'IGKATAN KUALITAS PEJAYADJIN PUBUK 600 600 100.00% 

J. u, .... clan/ata .. lnnul PelA-=n P,.bllk 2 SO 2 IIO 10000% 
a. Upaya dan/atau ino=l telah mondorong a. Upaya don/ atou lnovasl yang dilnkukan telnh 

perbnlkM pelnyanan publlk pada: mendorong perbalknn seluruh pdo.yanan publik ynng 
l. Kt,,oalllll= Peroynratm1 prhna ~oblh Cep11t d4n mudah) 
2. Kemudahan Sutern, Melcanlamo, dan b. Upaya dan/etau ln=I yang dllalrukan bdum 
Prosedur aoluruhnyo mernberiluln dompalc pada porbrukan ,~ -- -· - . . ·- 
4. Kejewnn Blaya/Tarif, Gratis c. Upaya dan/etau inoVlllll yllllg dilakulmn belum sesual A/B/C/D A 1.00 5. Kualltas Preduk Spesifiknsl Jcnls Pelayanaa kebutuhan 
6. Kompctensl Pclak,,ane/ Web d. Bclum ada fnovw;i 
7. Perilalru Pelnksana/ Web 
8. Kualltas Sarena dan pr11Samn11 
9. Pennncanan Pcngadunn, Sarnn dan Ma.sukan 

b, Upnyn dnn/ntau ln011aal pnda Peraenlaae dlperolch dnri Jumleh perijinnn/pe.lnynno.n 
perijlnnn/peloyannp telah dlpermudah: yang telah dipermudnh dibagl dengan Junt!Qh 
l. Wllktu lcbih eepat pcrljlnan/peleyarum yang tordata/tcrclllftot % .100,00% 1.00 
2. Pehlynnnn Publlk yang terpndu 
3. Alur lebih pendck/aingknt 
4-Terin-ld"""'"'·lllllilcul -- - - - Jumlah pcrijlnan/pe]ayanan yang Jwniah - - 
tctdetalterdallnr 

l 

- Jumlah perljinan/pday,u,an yruig telah Jumlah 1 
dinermudah 

II D·--d-·- .,.J•vo-·• d•n 2 50 2 50 10000% 
Pennnganan pengadWln pclayanan dllo.kulc.rJ.n a, PengadU!lft pelayanan dan kon,u!ta.oi te"1h d!respon 
mclolul berbagal kansl/mcdla IICC&J'O reaporu,ive dcngan cepot melalul berbagal kanal/mcdia 

---- -- dan bcrtanggungJ11wab b. Pengadwm pelaynrum d.8n konaulwl !dah dlrespon - 
dengnn cepat melalui knnal/mcdla y=g terbatrui A/B/C/D A 1.00 c, Pengaduan pelnyonan dan konsultasi dirc•pon lornbat 
melalui berbagal kanal/modia 
d. Pengaduon polayanan den konaultasl dlrespon lambat 
clan kanallmedla terbatas 

TOTAL PENGUNOKlT 6000 

B, BASIL 4000 4000 100,00% 

I I 
I, BIROKRASI YANG BERSIB DAB AKUNTABEL 22,60 2:a 50 10000% 

o Nllnl Survey Penepsi Korupal [Survcl Ekatcrnnl) 17,50 Dll1I dengan nUal wil Survcl Ekatemal atu Perscpsl Nilal 4,00 ir.sc 
.\nil Kmucsl •lndeka P,,ne~st Anti Koru~si J m•"' •0-41 
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E AHMAD MONIANSE 

NOj lflSTANSY u~rr KEP,JA i ! l 
1. SE{::t;>A ! 

PARA F°Rc::la· so, rJ;\sJ ~·:1 
----,~----···- 

WALI KOTA BAUBAU, 

100 00",{, 
Dllsi dcrtgan Nil al Ha'sil Stuve! Elatcmal Kualltaa 

17,50 l'cl9yMan (lndeko l'erscpal Kualitas Pclayanan Publik / 
fP 

1750 17 so 

S,00 A 

a. Tetget klnerja utama lereapal !eblh darl l 00% dan !cb!h 
balk dari capalan kinuja utama tahun sebelumnya serta 
leblb baik darl <.npalan kinetja nasiaanl/rata-rata capalan 
klm:rja unit yang ••Jeni.I; 
b.Target ldnerjo uwna tcrcapal I 00% dAn le bib belk dllJt 

S,00 capt\llan ldnerja ut.oma tabun acbelumnya: 11./B/C/ D/E 
c.Tuget klnerjQ utama tercapal ioa% atau lcbU,, namun 
tldo.k leblh b<uk dnrl c:apalan k!ru,rja·utema tllhun 
~ebelumnyai 
d. Klnerja utama sudah orientasl hasll aJcan tetapi maslh 

b Capalan Klnerja Lcbih Balk dorl pada Capaian Kinerja 
S.belumnya 

.r: 


